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        BAB VI
          PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Dengan terbitnya  UU No. 22 Tahun 1999 dan diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah yang bersifat desentralistik, maka  konsekuensi logis dari system desentralisasi tersebut adalah berubahnya tugas pemerintahan daerah dari tugas pemerintahan umum (TPU) yang meliputi koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta urusan sisa menjadi tugas umum pemerintahan (TUP) karena sebagian besar sudah didesentralisasi maka azas dekonsentrasi sangat dibatasi hanya pada pemerintah provinsi sehingga secara subtantif TPU dan TUP menjadi sangat berbeda.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, menjelaskan  tugas umum pemerintahan (TUP)  merupakan tugas kepala daerah provinsi, dan kabupaten/kota di luar pelaksanaan azas desentralisasi dan azas pembantuan.  

Laporan merupakan tugas Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemeirntahan Daerah kepada Masyarakat Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

A. Kerjasama antar daerah;

B. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;

C. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;

D. Pembinaan batas wilayah;

E. Pencegahan dan penanggulangan bencana;

F. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;

G. Penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum; dan

H. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.
Penyelenggaran tugas umum pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
A. Kerjasama Antar Daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 195 ayat 1 yang berisikan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan kerjasama antar daerah yang di laksanakan oleh Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Selanjutnya tata cara pelaksanaan kerjasama tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, Permendagri Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.
Kebijakan kerjasama antara daerah diutamakan untuk meningkatkan sinergitas antar daerah  baik secara local, regional maupun internasional,  mengoptimalkan potensi dan pelaksanaan pembangunan, memperkecil kesenjangan dan mencegah konflik, serta meningkatkan konektivitas kewilayahan.  Kerjasama antara daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2009 – 2013 memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan, terutama dari capaian implementasi kesepakatan kerjasama sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan.
2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan
Guna memberikan fasilitasi kerjasama daerah maupun kerjasama dengan pihak ke tiga, maka pada tahun 2009 melalui Perda No. 8 tahun 2008   telah dibentuk Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2008, pelaksanaan kerjasama sebagai salah satu program dalam tugas umum pemerintahan masih melekat pada Biro Pemerintahan dan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 685.000.000,-. Anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan fasilitasi dan pembinaan kerjasama dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kab/Kota se-Kaltim selama kurun waktu tahun 2009–2013 sebesar Rp.7.392.181.000,- secara berturut-turut terdiri dari tahun 2009 Rp. 1.4141.161.000,- tahun 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,- tahun 2011 sebesar Rp.1.181.795.000,- dan tahun 2012  Rp.1.281.795.000,- 2013 sebesar Rp.2.114.430.000,- dengan rata-rata realisasi sampai tahun 2012 sebesar 86,74%. 
Dari alokasi anggaran tersebut, beberapa keluaran yang telah dicapai dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah adalah:
· Menyusun kesepakatan dan pengembangan program kegiatan bersama dalam kertas kerja sektoral antara Indonesia – Malaysia ( SOSEK MALINDO)  terutama dalam bidang social, budaya, ekonomi dan keamanan antar daerah Kalimantan Timur dengan  Negara bagian Sabah – Malaysia dan fasilitasi kesekretariatan KK/JKK Sosek Malindo. Jumlah kesepakatan sebanyak 7 (tujuh) kertas kerja dengan 23 kegiatan kerjasama antara Kalimantan Timur dengan bagian Negara Sabah Malaysia. 
· Fasilitasi dan koordinasi tim kerjasama antar daerah (TKSAD) provinsi Kalimantan Timur dan TKSAD kabupaten/kota se Kalimantan Timur sebanyak 2 kali pada tahun 2009; 3 kali tahun 2010; 3 tahun 2011 dan 6 kali pada tahun 2012. Sampai akhir bulan juni 2013, telah dilakukan koordinasi dan fasilitasi TKSAD sebanyak 4 kali dari keseluruhan target sebanyak 6 kali.
· Fasilitasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota yang melakukan upaya peningkatan kerjasama antar daerah dengan target utama penyelesaiaan berbagai masalah dan konflik yang dihadapi oleh beberapa daerah kabupaten/kota serta optimalisasi potensi masing-masing kabupaten/kota melalui peningkatan dan sinergitas kerjasama antar daerah. Fasilitasi kerjasama antar provinsi pada tahun 2008 sebanyak 2 buah kesepakatan, dan selama tahun 2009 – 2013 pada bulan Juni sebanyak 8 kesepakatan. 
· Fasilitasi dan koordinasi administrasi dan  pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat provinsi maupun kabupaten/kota se Kalimantan Timur.
· Kajian pengembangan dan potensi pelaksanaan kerjasama antar daerah dan potensi pengembangan kerjasama dengan pihak ke tiga sebanyak 3 kajian potensi pengembangan kerjasama dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan dilakukan pada tahun 2013.
Beberapa kesepakatan dan hasil kegiatan kerjasama antar daerah yang telah dilaksanakan oleh provinsi Kalimantan Timur kurun waktu tahun 2008 – 2013 sebanyak 81 kesepakatan kerjasama adalah:
	NO.
	BIDANG KERJASAMA
	NOMOR / TANGGAL
	PIHAK – PIHAK

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	4
	5

	1
	Kerjasama Pemanfaatan Dan Pengelolaan Jalan, Pelabuhan Dan Fasilitas Lainnya EKS PT. Bentala Coal Mining
	· 180/229/HKM/XI/2008
· 180/10/KUM/2008
	Pemerintah Kabupaten Paser Provinsi

Kalimantan Timur Dan Pemerintah

Kabupaten Balangan Provinsi

Kalimantan Selatan

	2
	Penyelenggaraan Transmigrasi
	· 475.1/73/Bangsos
· 119/11685/Pem.D/2008
	Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan

Pemerintah Provinsi Kaltim

	3
	Kerjasama Pembangunan Terminal    Tipe B
	· 188.6/6/Huk
· 3/MoU/HK/VI/2008
	Pemerintah Kota Bontang Dengan

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

	4
	Kerjasama Pembangunan Daerah
	· 9/KSP/2008
· 119/5714/Pem.D/VI/2008
	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Dengan Pemerintah Provinsi

Kaltim


	5
	Program Penyelenggaraan Dan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Bantuan Operasional Sekolah. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru dan Pengembangan Sekolah Unggulan
	119/2932/BKPW.A/2009

420/0222.a/Kesra.II/III/09

Tgl.24/03/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Walikota Samarinda

	6

	Program Penyelenggaraan         dan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Bantuan Operasional Sekolah. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru dan Pengembangan Sekolah Unggulan
	119/2933/BKPW.A/2009

180/02/MoU/HK/III/20/09

Tgl.24/03/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Walikota Balikpapan



	7

	Program Penyelenggaraan         dan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Bantuan Operasional Sekolah. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru dan Pengembangan Sekolah Unggulan
	119/2934/BKPW.A/2009

420/507/DISDIK

Tgl.24/03/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Walikota Tarakan

	8
	Program Penyelenggaraan Dan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun, Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Bantuan Operasional Sekolah, Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru dan Pengembangan Sekolah Unggulan
	119/2935/BKPW.A/2009 Tgl.24/03/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara

	9
	Program Penyelenggaraan Dan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Bantuan Operasional Sekolah. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru dan Pengembangan Sekolah Unggulan
	119/2936/BKPW.A/2009

188.6/3.1/HUK

Tgl.24/03/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Walikota Bontang

	10
	Program Penyelenggaraan Dan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Bantuan Operasional Sekolah. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru dan Pengembangan Sekolah Unggulan
	119/2937/BKPW.A/2009

180/25/HK/III/09

Tgl.24/03/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara

	11
	Program Penyelenggaraan Dan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Bantuan Operasional Sekolah. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru dan Pengembangan Sekolah Unggulan
	119/2938/BKPW.A/2009

420.I/TU.PIMP/DISDIK

Tgl.24/03/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Paser

	12
	Program Penyelenggaraan Dan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Bantuan Operasional Sekolah. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru dan Pengembangan Sekolah Unggulan
	119/2940/BKPW.A/2009

420/452/DP.1/III/2009

Tgl.24/03/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kutar Timur

	13
	Program Penyenggaraan Dan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Bantuan Operasional Sekolah. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru dan Pengembangan Sekolah Unggulan
	119/2941/BKPW.A/2009

119/074/HK-TU.P/III/09

Tgl.24/03/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Kutai Barat

	14
	Program Penyelenggaraan Dan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Bantuan Operasional Sekolah. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru dan Pengembangan Sekolah Unggulan
	119/2942/BKPW.A/2009

180/2.KESPKT/HK/2009

Tgl.24/03/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Berau

	15
	Program Penyelenggaraan Dan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Bantuan Operasional Sekolah. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru
dan Pengembangan Sekolah Unggulan
	119/2943/BKPW.A/2009

01 TAHUN 2009

Tgl.24/03/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Bulungan

	16
	Program Penyelenggaraan Dan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Bantuan Operasional Sekolah. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru dan Pengembangan Sekolah Unggulan
	119/2944/BKPW.A/2009

Tgl.24/03/2009
	Gubenur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Malinau

	17
	Program Penyelenggaraan Dan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Bantuan Operasional Sekolah. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru dan Pengembangan Sekolah Unggulan
	119/2945/BKPW.A/2009

180/08/420/HK/2009

Tgl.24/03/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Kutai Nunukan

	18
	Program Penyelenggaraan Dan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Bantuan Operasional Sekolah. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru dan Pengembangan Sekolah Unggulan
	119/2946/BKPW.A/2009

119/074/HK-KTT/III/09

Tgl.24/03/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Tana Tidung


	19
	Program Pengembangan Sejuta Hektar Kelapa Sawit di Kalimantan Timur
	119/4644/BKPW.A/2009

Tgl.15/04/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Walikota Samarinda



	20
	Program Pengembangan Sejuta Hektar Kelapa Sawit di Kalimantan Timur
	119/4645/BKPW.A/2009

Tgl.15/04/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara



	21
	Program Pengembangan Sejuta Hektar Kelapa Sawit di Kalimantan Timur
	119/4646/BKPW.A/2009

Tgl.15/04/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Kutai Barat



	22
	Program Pengembangan Sejuta Hektar Kelapa Sawit di Kalimantan Timur
	119/4647/BKPW.A/2009

Tgl.15/04/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Timur


	23
	Program Pengembangan Sejuta Hektar Kelapa Sawit di Kalimantan Timur
	119/4648/BKPW.A/2009

Tgl.15/04/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Paser



	24
	Program Pengembangan Sejuta Hektar Kelapa Sawit di Kalimantan Timur
	119/4649/BKPW.A/2009

Tgl.15/04/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara



	25
	Program Pengembangan Sejuta Hektar Kelapa Sawit di Kalimantan Timur
	119/4650/BKPW.A/2009

Tgl. 15/04/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Berau, Tanjung Redeb



	26
	Program Pengembangan Sejuta Hektar Kelapa Sawit di Kalimantan Timur
	119/4651/BKPW.A/2009

Tgl. 15/04/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor

	27
	Program Pengembangan Sejuta Hektar Kelapa Sawit di Kalimantan Timur
	119/4652/BKPW.A/2009

Tgl. 15/04/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Malinau



	28
	Program Pengembangan Sejuta Hektar Kelapa Sawit di Kalimantan Timur
	119/4653/BKPW.A/2009

Tgl. 15/04/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Nunukan



	29
	Program Pengembangan Sejuta Hektar Kelapa Sawit di Kalimantan Timur
	119/4654/BKPW.A/2009

Tgl. 15/04/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Tana Tidung



	30
	Program Pembangunan Bidang Kesehatan di Kota Tarakan
	119/5137/BKPW.A/2009

180/695/HK-V/2009

Tgl. 07/05/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Walikota Tarakan

	31
	Program Pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Bulungan
	119/5138/BKPW.A/2009

119/214/RSUD-III/V/2009

Tgl. 07/05/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Bulungan



	32
	Program Pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Malinau
	119/5139/BKPW.A/2009

800/2114/um/dkk-Min/VII/2009

Tgl. 07/05/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Malinau



	33
	Program Pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten
	119/5140/BKPW.A/2009

180/2-Kespt/HK/2009

Tgl. 07/05/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Berau

	34
	Program Pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Nunukan
	119/5141/BKPW.A/2009

180/07/440/HK/VI/2009

Tgl. 07/05/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Nunukan



	35
	Program Pelaksanaan dan Pengembangan E- Government
	119/6669/BKPW.A/2009

Tgl. 16/06/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Walikota Samarinda



	36
	Program Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government
	119/6670/BKPW.A/09

Tgl. 16/06/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Walikota Balikpapan



	37
	Program Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government


	119/6671/BKPW.A/09

Tgl. 16/06/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Walikota Bontang.



	38
	Program Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government
	119/6672/BKPW.A/09

Tgl. 16/06/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Walikota Tarakan



	39
	Program Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government
	119/6673/BKPW.A/09

Tgl. 16/06/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Penajam Paser Utara



	40
	Program Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government
	119/6674/BKPW.A/09

Tgl. 16/06/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati  Paser



	41
	Program Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government
	119/6675/BKPW.A/09

Tgl. 16/06/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kutai Kartanegara


	42
	Program Pelaksanaan dan Pengembangan E-Govermment
	119/6676/BKPW.A/09

Tgl. 16/06/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kutai Barat



	43
	Program Pelaksanaan dan Pengembangan E-Govermment
	119/6677/BKPW.A/09

Tgl. 16/06/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan

Bupati Kutai Timur



	44
	Program Pelaksanaan dan Pengembangan E-Govermment
	119/6678/BKPW.A/09

Tgl. 16/06/2009
	Gubenur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Berau

	45


	Program Pelaksanaan dan Pengembangan E-Govermment
	119/6679/BKPW.A/09

Tgl. 16/06/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati  Bulungan

	46
	Program Pelaksanaan dan Pengembangan E-Govermment
	119/6680/BKPW.A/09

Tgl. 16/06/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Malinau

	47
	Program Pelaksanaan dan Pengembangan E-Govermment
	119/6681/BKPW.A/09

Tgl. 16/06/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati  Nunukan

	48
	Program Pelaksanaan dan Pengembangan E-Govermment
	119/6682/BKPW.A/09

Tgl. 16/06/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Tana Tidung

	49
	Kerjasama Pembangunan Daerah di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat
	119/11134/BKPW.A/X/2009

415/363/KESDA

Tgl. 22/10/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat


	50
	Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
	Tanggal, 10 Maret 2010
	Bupati Barito Selatan, Bupati Barito Utara, Bupati Barito Timur, Bupati -

Murung Raya (Kalteng),Bupati Taba -

long,Bupati Balangan, Bupati Tanah

Bumbu,Bupati Kota Baru,Bupati Hulu

Sungai Utara (Kal-Sel) serta Bupati

Paser, Bupati Kutai Barat, Bupati

Penajam Paser Utara Prov.Kaltim

	51
	Percepatan Pembangunan Infrastruktur

yang Mendukung Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Mengatasi Kesenjangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur, Khususnya di Kota – Samarinda
	119/7630/BKPW.A/2010

109/18.a/KJS.KS/VIII/2010

Tanggal, 2 Agustus 2010
	-  Gubernur Kalimantan Timur

-  Walikota Samarinda

	52
	Percepatan Pembangunan Infrastruktur

yang Mendukung Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Mengatasi Kesenjangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur, Khususnya di Kota – Balikpapan
	119/7631/BKPW.A/2010

119/0002/BPD/VIII/2010

Tanggal, 2 Agustus 2010
	-  Gubernur Kalimantan Timur

-  Walikota Balikpapan



	53
	Percepatan Pembangunan Infrastruktur

yang Mendukung Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Mengatasi Kesenjangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur, Khususnya di Kota – Bontang

	119/7632/BKPW.A/2010

188.6/331/HUK/2010

Tanggal, 2 Agustus 2010
	-  Gubernur Kalimantan Timur

-  Walikota Bontang

	54

	Percepatan Pembangunan Infrastruktur

yang Mendukung Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Mengatasi Kesenjangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur, Khususnya di Kota – Tarakan
	119/7632/BKPW.A/2010

119/1288/Bapp

Tanggal, 2 Agustus 2010
	-  Gubernur Kalimantan Timur

-  Walikota Tarakan

	55

	Percepatan Pembangunan Infrastruktur

yang Mendukung Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Mengatasi Kesenjangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur, Khususnya di Kabupaten Nunukan.


	119/7641/BKPW.A/2010

050/251/Bapp-II/2010

Tanggal, 2 Agustus 2010


	-  Gubernur Kalimantan Timur

-  Bupati  Nunukan



	56

	Percepatan Pembangunan Infrastruktur

yang Mendukung Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Mengatasi Kesenjangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur, Khususnya di Kabupaten Malinau
	119/7640/BKPW.A/2010

220.b/600/BAPP-Mal.IV/VIII/

2010

Tanggal, 2 Agustus 2010
	-  Gubernur Kalimantan Timur

-  Bupati  Malinau



	57

	Percepatan Pembangunan Infrastruktur

yang Mendukung Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Mengatasi Kesenjangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur,

Khususnya di Kabupaten Bulungan


	119/7639/BKPW.A/2010

050/045/BAPP.02/VIII/2010

Tanggal, 2 Agustus 2010


	-  Gubernur Kalimantan Timur

-  Bupati  Bulungan



	58

	Percepatan Pembangunan Infrastruktur

yang Mendukung Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Mengatasi Kesenjangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur, Khususnya di Kabupaten Berau


	119/7638/BKPW.A/2010

Tanggal, 2 Agustus 2010


	-  Gubernur Kalimantan Timur

-  Bupati  Berau



	59

	Percepatan Pembangunan Infrastruktur

yang Mendukung Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Mengatasi Kesenjangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur, Khususnya di Kabupaten Kutai Barat


	119/7635/BKPW.A/2010

119/704/BAPP/TU.P/VIII/2010

Tanggal, 2 Agustus 2010


	-  Gubernur Kalimantan Timur

-  Bupati  Kutai  Barat



	60
	Percepatan Pembangunan Infrastruktur

yang Mendukung Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Mengatasi Kesenjangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur, Khususnya di Kabupaten Paser


	119/7637/BKPW.A/2010

120.23/548/BAPP/2010

Tanggal, 2 Agustus 2010
	-  Gubernur Kalimantan Timur

-  Bupati  Kutai  Paser



	61
	Percepatan Pembangunan Infrastruktur

yang Mendukung Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Mengatasi Kesenjangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur, Khususnya di Kabupaten Kutai Timur


	119/7636/BKPW.A/2010

6/MoU/HK/VIII/2010

Tanggal, 2 Agustus 2010
	-  Gubernur Kalimantan Timur

-  Bupati  Kutai  Timur

	62
	Kerjasama Pembangunan Daerah


	119/9802/BKPW.A/2010

Tanggal, 30 September 2010
	-  Gubernur Kalimantan Timur

-  Gubernur Jawa Barat

	63
	Kerjasama Pembangunan Daerah
	119/8945/BKPW.A/2010

43/MoU/IX/2010

Tanggal, 30 September 2010
	-  Gubernur Kalimantan Timur

-  Gubernur Kepulauan Riau

	64
	Penyelenggaraan Pembangunan

Ketenagakerjaan Daerah
	197/10616/BKPW.A/2010

32/PERJ/GUB/XI/2010

Tanggal., 22 Nopember 2010
	-  Gubernur Kalimantan Timur

-  Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY)

	65
	Percepatan Pelaksanaan Pembangunan

Bandara Samarinda Baru di Kota Samarinda

Provinsi Kalimantan Timur
	5532/143/BPPD/Bangda/11

06/L-IV/PEMB/KS/2011

Tanggal 4 Januari
	-  Gubernur Kalimantan Timur

-  Wali Kota Samarinda

	66

	Penyelenggaraan Transmigrasi


	475.1/25/BANGSOS

119/7271/BKPW.A/2011

Tanggal, 28 Juni 2011


	-  Gubernur Jawa Barat

-  Gubernur Kalimantan Timur



	67
	Penyelenggaraan Program Khusus

Diploma III Kesehatan


	119/7302/BKPW.A/2011

873.2/01/BKD/VIII/2011

Tanggal, 07 Agustus 2011


	-  Gubernur Kalimantan Timur

-  Bupati Penajam Paser Utara



	68

	Kerjasama Pembangunan Daerah

Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur

dengan Provinsi Kalimantan Timur
	120..23/73/012/2012

119/022/BKPW.A/2012

Tanggal, 3 Januari 2012
	-  Pemerintah Provinsi Jatim

-  Pemerintah Provinsi Kaltim



	69

	Keikutsertaan Pengelolaan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi
	119/1844/BPPWK.A/2012

Tanggal 10 Januari 2012
	-  Pemerintah Provinsi Kaltim

-  Pemerintah Kab. Kukar

	70

	Program Pengembangan Sejuta Hektar

Kelapa Sawit di Kalimantan Tmur
	119/1923/BPPWK.A/2012

Tanggal 19 Maret 2012
	-  Pemerintah Provinsi Kaltim

-  Pemerintah Kab. Kutai Barat

	71

	Program Pengembangan Sejuta Hektar

Kelapa Sawit di Kalimantan Tmur
	119/1924/BPPWK.A/2012

Tanggal 19 Maret 2012
	-  Pemerintah Provinsi Kaltim

-  Pemerintah Kab. Kutai Timur

	72

	Program Pengembangan Sejuta Hektar

Kelapa Sawit di Kalimantan Tmur
	119/1925/BPPWK.A/2012

Tanggal 19 Maret 2012
	-  Pemerintah Provinsi Kaltim

-  Pemerintah Kab PPU

	73

	Program Pengembangan Sejuta Hektar

Kelapa Sawit di Kalimantan Tmur
	119/1926/BPPWK.A/2012

Tanggal 19 Maret 2012
	-  Pemerintah Provinsi Kaltim

-  Pemerintah Kab. Berau

	74

	Program Pengembangan Sejuta Hektar

Kelapa Sawit di Kalimantan Tmur
	119/1927/BPPWK.A/2012

Tanggal 19 Maret 2012
	-  Pemerintah Provinsi Kaltim

-  Pemerintah Kab. Bulungan

	75

	Program Pengembangan Sejuta Hektar

Kelapa Sawit di Kalimantan Tmur


	119/1928/BPPWK.A/2012

Tanggal 19 Maret 2012


	-  Pemerintah Provinsi Kaltim

-  Pemerintah Kab. Nunukan



	76

	Program Pengembangan Sejuta Hektar

Kelapa Sawit di Kalimantan Tmur


	119/1929/BPPWK.A/2012

Tanggal 19 Maret 2012


	-  Pemerintah Provinsi Kaltim

-  Pemerintah Kab. Tanah Tidung



	77

	Kerjasama Pembangunan Daerah

Dalam Rangka Pengelolaan Potensi dan

Sumber Daya


	050/153/KESDA

119/3075/BPPWK,A/2012

Tanggal 21 April 2012
	-  Pemerintah Provinsi NTB

-  Pemerintahan Provinsi Kaltim

	78

	Rencana Program Kerjasama

Pembangunan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dengan Pemerintah

Kab/Kota se Kaltim
	
	-  Gubernur Kaltim

- Bupati/Wali Kota se Kaltim



	79
	Kerjasama Pembangunan Daerah
	119/1458/BPPWK.A/I/2013

119/01/KJS-KS/I/2013
	Pemerintah Provinsi Kaltim Dengan

Pemerintah Kota Samairnda

	80
	Forum Kerjasama Revitalisasi Dan

Percepatan Pembangunan Regional

Kalimantan (FKRP2RK)
	119/4239/BPPWK.A/2013

050/281/SET-I.Bapp/2013

4/KB-BAPPEDA/2013

050/944/VII/BAPP
	Pemerintah Provinsi Kaltim

Pemerintah Provinsi Kalsel

Pemerintah Provinsi Kalbar

Pemerintah Provinsi Kalteng

	81
	Bantuan Dana Hibah Pemerintah Provinsi

Kaltim Untuk Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur
	119/6262/BPPWK.A/VI/2013

119/05/PEM.A/VI/2013
	Pemerintah Provinsi Kaltim Dengan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara


3. Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah masih ditemui beberapa permasalahan antara lain :

1. Berkaitan dengan pemahaman tentang kerjasama itu sendiri dari satuan kerja yang melaksanakan kerjasama sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Solusi yang sebaiknya dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SKPD tentang pelaksanaan kerjasama antar daerah.
2. Adanya  inkonsistensi  ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur kerjasama daerah dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Solusi yang akan ditempuh adalah menyusun peraturan daerah atau keputusan kepala daerah tentang aturan dan mekanisme kerjasama yang menjadi pedoman bagi semua pihak dalam melaksanakan kerjasama antar daerah.
3. Masih rendahnya kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola kerjasama. Solusi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kapasitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan kerjasama antara daerah melalui diklat dan pelatihan.
4. Belum tersusunnya rencana induk kerjasama antar daerah yangterintegrasi sehingga menjadi pedoman seluruh komponen untuk melakukan kerjasama antar daerah. Solusi, menyusun rencana induk kerjasama antar daerah yang akan menjadi pedoman dan rujukan bagi suluruh SKPD untuk melaksanakan kerjasama.
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
1. Kebijakan dan Kegiatan

Selain melaksanakan kerjasama antar daerah , Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang dimaksud dengan pihak ketiga sebagaimana yang disebutkan pada pasal I angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah ini adalah Departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga di dalam negeri yang berbadan hukum.

Guna optimalisasi penyelenggaraan pembangunan daerah, pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga memegang peranan penting karena dengan kerjasama tersebut pengelolaan potensi daerah yang ada dapat lebih mempunyai nilai tambah dan nilai manfaat baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kalimantan Timur telah melakukan upaya kerjasama dengan pihak ketiga

Kebijakan kerjasama dengan pihak ketiga diarahkan kepada pemberdayaan dan pemanfaatan potensi daerah melalui upaya peningkatan investasi daerah yang dapat mendorong terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia  dan peningkatan pelayanan public.
2.   Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kerjasama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan  oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur  selama tahun 2008-2013 ( bulan Juni ) sebanyak   212 (dua ratus dua belas) kesepakatan kerjasama. Kesepakatan kerjasama pada tahun 2008 sebanyak 15 dan selama kurun waktu lima tahun dari  2009-2013 sejumlah 197 kesepakatan kerjasama. Artinya, rata-rata jumlah kesepakatan selama kurun waktu 2009-2013 sebesar 39 dan tingkat realisasi tindak lanjut sebesar 38,2% jauh lebih tinggi dari rata-rata realisasi nasional yang hanya mencapai 26,7%.  Beberapa kerjasama dengan mekanisme public privat partnership (PPP) atau mekanisme kerjasama yang lain ditekankan pada pengembangan potensi daerah seperti kawasan industry Kariangau, Bandara Samarinda Baru, jalan TOL maupun KEK Maloy. Beberapa kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga, dapat kami sampaikan sebagai berikut :
	1
	Kesepakatan Mengenai Pemberian dan

Penerimaan Hibah Dana Belanja Pemilihan

Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Provinsi Kalimantan Timur
	· 119/054/Pem.D/01/2008
· 900/04/KPU/I/2008
	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Komisi Pemilihan Umum

	2
	Rencana Kerja Penguatan Kapasitas

Manajemen di Sektor Kehutanan Provinsi

Kalimantan Timur
	001/SMCP/GTZ/II/2008
	Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim

Principal Adviser Strengthening the

Management Capacities in the Ministry

of Forestry (SMCP)

	3
	Kesepakatan Mengenai Pemberian dan

Penerimaan Hibah Dana Pengamanan

Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala

Daerah Provinsi Kalimantan Timur
	· 119/1291/Pem.D/02/2008
· R/8/II/2008
	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Kodam VI / Tanjungpura

	4
	Kesepakatan Mengenai Pemberian dan

Penerimaan Hibah Dana Operasional

Pertahanan Provinsi Kalimantan Timur
	· 119/1292/Pem.D/2008
· R/82/II/2008
	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Kodam VI / Tanjungpura

	5
	Kesepakatan Pemberian dan Penerimaan

Hibah Pengamanan Pemilihan Umum

Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kalimantan Timur, Pasukan Reaksi Cepat untuk Wilayah Utara dan Dana Operasional Pertahanan di Wilayah Samarinda
	· 119/1293/Pem.D/02/2008
· R/56/II/2008
	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Korem 091 Aji Surya Natakesuma

	6
	Kesepakatan Pemberian dan Penerimaan

Hibah Kegiatan Forum Komunikasi Dosen

Pendidikan Kewarga Negaraan Kaltim
	· 119/1294/Pem.D/02/2008
· R/10/II/F/ReM/2008
	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Forum Komunikasi Dosen Pendidikan

Kewarga Negaraan Prov. Kaltim

	7
	Kesepakatan Mengenai Pemberian dan

Penerimaan Dana Belanja Pengamanan

Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala

Daerah Prov. Kaltim, Dana Lanjutan

Pembangunan Gedung C Mapolda Kaltim

dan Dana Operasional Keamanan
	· 119/2036/Pem.D/03/2008

· B/864/III/2008
	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

	8
	Pemberian Dana Hibah
	· 119/5227/Pem.D/V/2008

· KEP-04/900/V/2008
	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Dewan Pengurus Provinsi Korpri Kaltim

	9
	Pembangunan Terminal Petikemas

Kariangau Pelabuhan Balikpapan, Provinsi

Kalimantan Timur
	119/5428/Pem.D/VI/2008
	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

PT. Pelabuhan Indonesia IV

	10
	Penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil

Elektronik Dalam Sistem Layanan Pegawai

Negeri Sipil
	· 05/K/KS/IV/2008

· 119/3381/Pem.D/IV/2008
	Badan Kepegawaian Negara

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

	11
	Bantuan Dana Kegiatan Sosialisasi

Pengurangan Subsidi BBM dan Bantuan

Langsung Tunai
	· 19/BIP/Kominfo/5/2008

· 119/5510/Pem.D/6/2008
	Badan Informasi Publik Departemen

Komunikasi dan Informatika RI

Badan/Dinas Infokom/Humas/Instansi

yang Menangani Infokom Provinsi

	12
	Pembangunan, Pembentukan Perusahaan

Patungan dan Pengoperasian Terminal Peti Kemas Kariangau
	· 119/3065/Pem.D/IV/2008

· 17/KB.305/1/DT-2008
	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

PT Pelabuhan Indonesia IV

	13
	Pemberian Dana Hibah
	· 119/9785/Pem.D/X/2008

· KEP-8A/900/IX/2008
	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Dewan Pengurus Provinsi Korpri Kaltim

	14
	Kesepakatan Pemberian dan Penerimaan

Hibah Dana Pengamanan RI dalam Rangka Latihan Gabungan TNI TA. 2008 dan Dana Pengamanan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Putaran Kedua
	· 119/9904/Pem.D/X/2008

· R/249/X/2008
	 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Korem 091 Aji Surya Natakesuma

	15
	Kesepakatan Mengenai Pemberian dan

Penerimaan Hibah Dana Pengamanan

Pemilihan Umum Tahap II Kepala dan Wakil Kepala Daerah Prov. Kaltim
	· 119/9944/Pem.D/X/2008

· R/464/X/2008
	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Kodam VI / Tanjungpura

	16
	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri-Pedesaan) Berdasarkan azas Dekonsentrasi
	NP-01-01/PNPM Mandiri

Perdesaan/1/2009

Tgl. 02/01/2009


	Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur


	17
	Program kerja dalam rangka mewujdkan tata pemerintahan yang baik sebagai upaya pencegahan KORUPSI di jajaran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur

	SKB/01/M.PAN/01/2009 119/394/PEM.D/I/2009

Tgl. 22/01/2009


	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Gubernur Kalimantan Timur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur. 

	18
	Program Pemberdayaan Masyarakat /CSR di Provinsi Kalimantan Timur


	002-2 MoU/041/DIR/2009

119/1842/BKPW.A/2009

018/MoU/DEKOPIN/II/09
	Direktur Utama PT. PLN (Persero) dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Koperasi Indonesia  (Dekopin)

	19

	Program Pelaksanaan Sistem On Line dan Pengembangan Pelayanan Samsat di Kalimantan Timur


	119/2136/BKPW.C /2009

B/804/III/2009

P/2/SP/2009

Tgl. 10/03/2009


	Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur,   Kepala PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang Kalimantan Timur dengan Gubernur Kalimantan  Timur. 



	20

	Pemberian Dana Hibah Untuk Membiayai Program dan Kegiatan Dewan Pengurus Provinsi KORPRI  Kalimantan Timur Tahun 2009
	119/2212/BKPW.A/2009

Kep-06/900/III/2009

Tgl. 12/03/2009


	 Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Ketua Dewan Pengurus Provinsi KORPRI  Kalimantan Timur



	21

	Program Pembentukan suatu Badan Usaha Jasa Penerbangan (Kaltim Air) yang akan beroperasi di Wilayah Kalimantan Timur khususnya dan Wilayah Indonesia pada umumnya.


	119/2950/BPKW.A/2009

0234/MRX/cmd/023/ 09

Tgl. 24/03/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur  Utama PT.Merex Indonesia.



	22

	Program penyediaan  ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur
	119/2947/BKPW.A/2009 006.MoU/040/DIR/2009 Tgl.24/03/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur Utama PT. PLN   (Persero)

	23

	Program Perpanjangan landasan pacu Bandaran Sepingan di Balikpapan
	119/2397/BKPW.A/2009

Tgl.24/03/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur PT. Angkasa Pura I

	24

	Program Mengenai Pemberian Hibah Pengadaan Kendaraan Jabatan Dan Denpal Korem 09/ASN Kodam VI/TPR


	119/4828/BKPW.A/2009

R/214/IV/2009

Tgl. 07/05/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Panglima Kodam VI/Tanjungpura



	25

	Program Mengenai Pemberian dan Penerimaan Hibah Rehab Lapangan Tenis, Pengadaan Randis dan Pembangunan Studio Pronam Kodam VI/Tanjungpura

	119/4829/BKPW.A/2009 R / 209 / IV / 2009

Tgl. 07/05/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Panglima Kodam VI/Tanjungpura



	26
	Program Pemikiran Ilmiah Universitas Gajahmada dalam Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.
	119/541BKPW.A/2009

2888 / P/ HT / 2009

Tgl. 15/05/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Gajahmada

	27
	Program Pemikiran Ilmiah Universitas Diponegoro dalam Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.
	119/5472/BKPW.A/2009

09/HZ.P/KS/2009

Tgl15/05/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Diponegoro.

	28
	Program Penyediaan Dana Pendamping untuk Proyek Pemanfaatan Air Samboja Lestari


	119/6140/BKPW.A/2009

01.AK/EC.05/2009

Tgl. 30/05/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur PT. Tirta Ecosam.



	29
	Pengembangan dan Operasionalisasi Disaster Recovery Center (DRC) E- Government Indonesia
	318/M.KOMINFO/6/2009

119/6668/BKPW.A/2009

Tgl. 16/06/2009


	Menteri Komunikasi dan Informastika dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur



	30

	Program Pelaksanaan dan Pengembangan Anjungan internet Mandiri (AIM)
	119/6683/BKPW.A/09

Tgl. 16/06/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan E.G.M PT. TELKOM DIVRE VI Kalimantan

	31
	Program Rencana Jalan Bebas Hambatan Ruas Balikpapan – Samarinda
	119/7758/BKPW.A/09

102/7/2009/SPN

Tgl. 29/09/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan 

Direktur Utama PT. Semesta Persada Nusantara yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Persada Nusantara.

	32

	Program Kerjasama dalam Bidang informasi Pembangunan
	033/MoU/DIR-AP/VIII/2009

119/8552/BKPW.A/09

Tgl. 01/10/2009


	Direktur Utama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 

	33

	Rencana Pembangunan Infra Struktur di Kalimantan Timur
	119/9218/BKPW.A/09

Tgl. 06/10/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan CEO & President of S.D.SUNNYLAND ENTERPRISES. INC.



	34

	Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender, Anak dan Tindak Perdagangan Orang
	119/01/BP3AKB/IX/09

119/01/BPP&KB/IX/09

Tgl. 10/09/2009


	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKAB) Provinsi Jawa Tengah dengan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Kekuarga Berencana (BPP&KB) Provinsi Kalimatan Timur.

	35


	Kerjasama Informasi dengan Mass Media Berupa Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
	TVRI/VI.4.1/269.A/IX/09

Tgl. 20/10/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepala LPP TVRI Kalimantan

	36
	Kerjasama Informasi dengan Mass Media Berupa Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
	895/RRI.SMR/Sek-P/09

Tgl. 20/10/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Plh. Kepala LPP RRI Samarinda



	37

	Pembinaan Dan Pengembangan Standaridisasi di  Kalimantan Timur


	119/11027/BKPW.A/09

02/BSN/ X /2009

Tgl. 29/09/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan 

Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)

	38

	Pemberian Dana Hibah untuk membiayai Program dan Kegiatan Pengurus Daerah BAPOR KORPRI Kalimantan Timur

	415.43/11432/BKPW.A/ 2009

38/BAPOR-KORPRI


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan 

Ketua Pengurus Daerah Provinsi BAPOR KORPRI Kalimantan Timur



	39

	Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur


	119/11023/BKPW.A/09

651/HM240/10 /2009

Tgl20/10/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Republik Indonesia

	40

	Kerjasama dibidang Penelitian, Penegakan, Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Azasi Manusia di lingkungan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kalimantan Timur


	119/11024/BKPW.A/09

Tgl20/10/2009


	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Azasi Manusia Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Gubernur Provinsi Kalimatan Timur.

	41

	Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
	37/KB/BPPT-PEMPROV. KALTIM/IX/2009

119/11025/BKPW.A/09
	Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 

	42
	Kerjasama mengenai Pemberian dan Penerimaan Dana Hibah Logistik  Satgas PAM Perbatasan RI – Malaysia Yonif 611/AWL
	119/11353/BKPW.A/09

B / 376 / X /2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Komandan Batalyon Infanteri 611/AWL



	43

	Tentang Pemberian Dana Hibah Pembangunan Kantor  MAKODIM 0901/SMD
	119/11919/BKPW.A/09

R / 184 / IX /2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan 

Komandan Komando Distrik Militer 0901/SMD



	44
	Kesepakatan   Pemberian dan Penerimaan Dana Hibah Dalam rangka Pengadaan 1 Unit Helicopter type Bell-412 EP
	119/12428/BKPW.A/2009

R / 244/XI /2009

Tgl. 19/11/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan 

Komandan Komando Resort Militer 091/ASN Provinsi Kalimantan Timur



	45
	Kerjasama dalam rangka Peningkatan dan Pengembangan Ketahanan Nasional di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 
	PKS / 22 / XI / 2009

119/13367/BKPW.A/ 2009

Tgl. 17/11/2009


	Gubernur Lemhanas RI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lemhanas RI dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur  

	46
	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri-Pedesaan) Berdasarkan azas Dekonsentrasi
	NP-01-01/PNPM Mandiri

Perdesaan/1/2009

Tgl. 02/01/2009


	Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur


	47
	Program kerja dalam rangka mewujdkan tata pemerintahan yang baik sebagai upaya pencegahan KORUPSI di jajaran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur

	SKB/01/M.PAN/01/2009 119/394/PEM.D/I/2009

Tgl. 22/01/2009


	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Gubernur Kalimantan Timur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur. 

	48
	Program Pemberdayaan Masyarakat /CSR di Provinsi Kalimantan Timur


	002-2 MoU/041/DIR/2009

119/1842/BKPW.A/2009

018/MoU/DEKOPIN/II/09
	Direktur Utama PT. PLN (Persero) dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Koperasi Indonesia  (Dekopin)

	49

	Program Pelaksanaan Sistem On Line dan Pengembangan Pelayanan Samsat di Kalimantan Timur


	119/2136/BKPW.C /2009

B/804/III/2009

P/2/SP/2009

Tgl. 10/03/2009


	   Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur,   Kepala PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang Kalimantan Timur dengan Gubernur Kalimantan  Timur. 



	50

	Pemberian Dana Hibah Untuk Membiayai Program dan Kegiatan Dewan Pengurus Provinsi KORPRI  Kalimantan Timur Tahun 2009
	119/2212/BKPW.A/2009

Kep-06/900/III/2009

Tgl. 12/03/2009


	 Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Ketua Dewan Pengurus Provinsi KORPRI  Kalimantan Timur



	51

	Program Pembentukan suatu Badan Usaha Jasa Penerbangan (Kaltim Air) yang akan beroperasi di Wilayah Kalimantan Timur khususnya dan Wilayah Indonesia pada umumnya.


	119/2950/BPKW.A/2009

0234/MRX/cmd/023/ 09

Tgl. 24/03/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur  Utama PT.Merex Indonesia.



	52

	Program penyediaan  ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur
	119/2947/BKPW.A/2009 006.MoU/040/DIR/2009 Tgl.24/03/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur Utama PT. PLN   (Persero)

	53

	Program Perpanjangan landasan pacu Bandaran Sepingan di Balikpapan


	119/2397/BKPW.A/2009

Tgl.24/03/2009

	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur PT. Angkasa Pura I



	54

	Program Mengenai Pemberian Hibah Pengadaan Kendaraan Jabatan Dan Denpal Korem 09/ASN Kodam VI/TPR


	119/4828/BKPW.A/2009

R/214/IV/2009

Tgl. 07/05/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Panglima Kodam VI/Tanjungpura



	55

	Program Mengenai Pemberian dan Penerimaan Hibah Rehab Lapangan Tenis, Pengadaan Randis dan Pembangunan Studio Pronam Kodam VI/Tanjungpura

	119/4829/BKPW.A/2009 R / 209 / IV / 2009

Tgl. 07/05/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Panglima Kodam VI/Tanjungpura



	56
	Program Pemikiran Ilmiah Universitas Gajahmada dalam Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.
	119/541BKPW.A/2009

2888 / P/ HT / 2009

Tgl. 15/05/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Gajahmada

	57
	Program Pemikiran Ilmiah Universitas Diponegoro dalam Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.
	119/5472/BKPW.A/2009

09/HZ.P/KS/2009

Tgl15/05/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Diponegoro.

	58
	Program Penyediaan Dana Pendamping untuk Proyek Pemanfaatan Air Samboja Lestari


	119/6140/BKPW.A/2009

01.AK/EC.05/2009

Tgl. 30/05/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur PT. Tirta Ecosam.



	59
	Pengembangan dan Operasionalisasi Disaster Recovery Center (DRC) E- Government Indonesia
	318/M.KOMINFO/6/2009

119/6668/BKPW.A/2009

Tgl. 16/06/2009


	Menteri Komunikasi dan Informastika dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur



	60

	Program Pelaksanaan dan Pengembangan Anjungan internet Mandiri (AIM)
	119/6683/BKPW.A/09

Tgl. 16/06/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan E.G.M PT. TELKOM DIVRE VI Kalimantan

	61
	Program Rencana Jalan Bebas Hambatan Ruas Balikpapan – Samarinda
	119/7758/BKPW.A/09

102/7/2009/SPN

Tgl. 29/09/2009
	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan 

Direktur Utama PT. Semesta Persada Nusantara yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Persada Nusantara.



	62

	Program Kerjasama dalam Bidang informasi Pembangunan
	033/MoU/DIR-AP/VIII/2009

119/8552/BKPW.A/09

Tgl. 01/10/2009


	Direktur Utama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 



	63

	Rencana Pembangunan Infra Struktur di Kalimantan Timur
	119/9218/BKPW.A/09

Tgl. 06/10/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan CEO & President of S.D.SUNNYLAND ENTERPRISES. INC.



	64

	Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender, Anak dan Tindak Perdagangan Orang
	119/01/BP3AKB/IX/09

119/01/BPP&KB/IX/09

Tgl. 10/09/2009


	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKAB) Provinsi Jawa Tengah dengan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Kekuarga Berencana (BPP&KB) Provinsi Kalimatan Timur.


	65


	Kerjasama Informasi dengan Mass Media Berupa Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

	TVRI/VI.4.1/269.A/IX/09

Tgl. 20/10/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepala LPP TVRI Kalimantan


	66
	Kerjasama Informasi dengan Mass Media Berupa Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
	895/RRI.SMR/Sek-P/09

Tgl. 20/10/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Plh. Kepala LPP RRI Samarinda



	67

	Pembinaan Dan Pengembangan Standaridisasi di  Kalimantan Timur


	119/11027/BKPW.A/09

02/BSN/ X /2009

Tgl. 29/09/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan 

Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)



	68

	Pemberian Dana Hibah untuk membiayai Program dan Kegiatan Pengurus Daerah BAPOR KORPRI Kalimantan Timur

	415.43/11432/BKPW.A/ 2009

38/BAPOR-KORPRI


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan 

Ketua Pengurus Daerah Provinsi BAPOR KORPRI Kalimantan Timur



	69

	Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur


	119/11023/BKPW.A/09

651/HM240/10 /2009

Tgl20/10/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Republik Indonesia



	70

	Kerjasama dibidang Penelitian, Penegakan, Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Azasi Manusia di lingkungan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kalimantan Timur


	119/11024/BKPW.A/09

Tgl20/10/2009


	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Azasi Manusia Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Gubernur Provinsi Kalimatan Timur.



	71

	Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur


	37/KB/BPPT-PEMPROV. KALTIM/IX/2009

119/11025/BKPW.A/09


	Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 



	72
	Kerjasama mengenai Pemberian dan Penerimaan Dana Hibah Logistik  Satgas PAM Perbatasan RI – Malaysia Yonif 611/AWL
	119/11353/BKPW.A/09

B / 376 / X /2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Komandan Batalyon Infanteri 611/AWL



	73

	Tentang Pemberian Dana Hibah Pembangunan Kantor  MAKODIM 0901/SMD
	119/11919/BKPW.A/09

R / 184 / IX /2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan 

Komandan Komando Distrik Militer 0901/SMD



	74
	Kesepakatan   Pemberian dan Penerimaan Dana Hibah Dalam rangka Pengadaan 1 Unit Helicopter type Bell-412 EP
	119/12428/BKPW.A/2009

R / 244/XI /2009

Tgl. 19/11/2009


	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan 

Komandan Komando Resort Militer 091/ASN Provinsi Kalimantan Timur



	75
	Kerjasama dalam rangka Peningkatan dan Pengembangan Ketahanan Nasional di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 
	PKS / 22 / XI / 2009

119/13367/BKPW.A/ 2009

Tgl. 17/11/2009
	Gubernur Lemhanas RI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lemhanas RI dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur  

	76

	 Program Penanggulangan Kemiskinan

Melalui Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan

 
	 NPUB/ …..../PNPM/MANDIRI

PERDESAAN/I/2010

Tanggal,  4 Januari 2010

 
	   -  Direktur Jenderal PMD Depdagri

  -  Pj. Bupati Kabupaten Kukar.

 

 

	77

	 Program Penanggulangan Kemiskinan

Melalui Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan

 
	 NPUB/ …..../PNPM/MANDIRI

PERDESAAN/I/2010

Tanggal,  4 Januari 2010

 
	   -  Direktur Jenderal PMD Depdagri

  -  Bupati Kabupaten Kutai Timur

 

 

	78

	 Program Penanggulangan Kemiskinan

Melalui Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan

 
	 NPUB/ …..../PNPM/MANDIRI

PERDESAAN/I/2010

Tanggal,  4 Januari 2010

 
	   -  Direktur Jenderal PMD Depdagri

  -  Bupati Kabupaten Kutai Barat

 

 

	79

	 Program Penanggulangan Kemiskinan

Melalui Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan

 
	 NPUB/ …..../PNPM/MANDIRI

PERDESAAN/I/2010

Tanggal,  4 Januari 2010

 
	   -  Direktur Jenderal PMD Depdagri

  -  Bupati Kabupaten Berau

 

 

	80

	 Program Penanggulangan Kemiskinan

Melalui Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan

 
	 NPUB-01/ PNPM / MANDIRI

PERDESAAN/I/2010

Tanggal,  4 Januari 2010

 
	   -  Direktur Jenderal PMD Depdagri

  -  Bupati Kabupaten Paser

 

 

	81

	 Program Penanggulangan Kemiskinan

Melalui Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan
	 NPUB-01.PEM.BUI/PNPM

MANDIRI PERDESAAN/ I /

2010, Tgl. 4 Januari 2010
	   -  Direktur Jenderal PMD Depdagri

  -  Bupati Kabupaten Bulungan

 

 

 

	82

	Program Penanggulangan Kemiskinan

Melalui Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan

 

 
	NPUB/ …..../PNPM/MANDIRI

PERDESAAN/I/2010

Tanggal,  4 Januari 2010

 

 
	  -  Direktur Jenderal PMD Depdagri

  -  Bupati Kabupaten Nunukan

 

 

 

	83

	Pembangunan dan Penyelenggaraan

Siaran Stasiun Produksi RRI Kutai

Barat Provinsi Kalimantan Timur.

 

 
	119/007/HK-TU.P/I/2010

14 / DU / SEK / 2010

Tanggal, 7 Januari 2010

 

 
	  -  Bupati Kabupaten Kutai Barat

  -  Direktur Utama Lembaga    

     Penyiaran

     Publik Radio Republik Indonesia

 

 

	84

	Pembangunan dan Penyelenggaraan

Siaran Stasiun Produksi RRI Nunukan

Provinsi Kalimantan Timur.

 

 
	 15 / DU / SEK / 2010

Tanggal, 7 Januari 2010

 

 
	  -  Bupati Kabupaten Kutai Barat

  -  Direktur Utama Lembaga 
     Penyiaran

     Publik Radio Republik Indonesia

 

 

	85

	Pembangunan dan Penyelenggaraan

Siaran Stasiun Produksi RRI Malinau

Provinsi Kalimantan Timur.

 

 
	130.1/007/HP-TU.P/I/2010

16 / DU / SEK / 2010

Tanggal, 7 Januari 2010

 

 
	  -  Bupati Kabupaten Malinau

  -  Direktur Utama Lembaga 
     Penyiaran

     Publik Radio Republik Indonesia

 

 

	86

	Dukungan Layanan Jasa dan Infrastruktur

Informasi dan Komunikasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

 

 

 
	197/002/BKPW.A/2010

003/HK.810/DES02020000/

2010

Tanggal, 11 Januari 2010

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Executive General Manager Divisi 

     Regional VI Kalimantan.

 

 

 

	87

	Pemasaran Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanian

 


	520/28/1/2010

520/08/Sek-II/2010

Tanggal, 18 Januari 2010

 

 

 
	  -  Kepala Dinas Pertanian Tanaman

     Provinsi Kalimantan Timur

  -  Kepala Dinas Pertanian Tanaman

     dan Hortikultura Prov.Jawa Tengah.

 

 

	88

	Program Penanggulangan Kemiskinan

Melalui Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan

 

 
	NO. 01/PKS/180/HK/II/2010

Tanggal,  23 Januari 2010

 

 

 
	  -  Direktur Jenderal PMD Depdagri

  -  Bupati Kabupaten Malinau

 

 

 

	87

	Pengelolaan Participating Interest 10 %

Kontrak Kerjasama Blok Ganal, Blok Rapak,

 

 

 
	02/MMP-I/2010

001/BEE-MMP/I/2010

Tanggal, 28 Januari 2010

 

 

 
	  -  Direktur Utama PT. Migas Mandiri

     Pratama Kaltim.

  -  Direktur Utama PT.Buana Energi  

     Equatorial

 

 

	88

	Pengelolaan Working Interest

Kontrak Kerjasama Blok Mahakam

 

 

 
	01/MMP-I/2010

001/YBE-MMP/I/2010

Tanggal, 28 Januari 2010

 

 

 
	  -  Direktur Utama PT. Migas Mandiri

     Pratama Kaltim.

  -  Direktur Utama PT.Yudistira Bumi

     Energi

 

 

	89

	Pengelolaan Participating Interest 10 %

Kontrak Kerjasama Blok Ganal, Blok Rapak,

 

 
	02/MMP-I/2010

001/BEE-MMP/I/2010

Tanggal, 28 Januari 2010
	  -  Direktur Utama PT. Migas Mandiri

     Pratama Kaltim.

  -  Direktur Utama PT.Buana Energi  

     Equatorial

 

	90

	Pengelolaan Working Interest

Kontrak Kerjasama Blok Mahakam

 

 

 
	01/MMP-I/2010

001/YBE-MMP/I/2010

Tanggal, 28 Januari 2010

 

 
	  -  Direktur Utama PT. Migas Mandiri

     Pratama Kaltim.

  -  Direktur Utama PT.Yudistira Bumi

     Energi

 

 

	91

	Penegakan,  Perlindungan   dan Pemajuan  HAM

 

 
	06/TUA-MoU/II/2010

119/976/BKPW.A/2010

Tanggal, 18 Pebruari 2010

 
	  -  Ketua Komisi Nasional HAM

  -  Gubernur Kalimantan Timur

 

 

	92

	Kerjasama Bidang Penanaman Modal

 

 

 

 
	570 / 96 / 207.2 / 2010

570/85/BPPMD-Sekr/2010

Tanggal, 23 Pebruari 2010

 

 
	  -  Kepala Badan Penanaman Modal 

     Provinsi Jawa Timur

  -  Kepala Badan Perijinan dan 
     Penanaman Modal Provinsi Kaltim

 

	93

	Kerjasama Ekonomi dan Wilayah Berbasis

Sumber Daya Lokal

 

 
	197/1980/BKPW.A/2010

08/13/KSM/2010

Tanggal, 12 Maret 2010

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Rektor Institut Pertanian Bogor 
     (IPB)

 

 

	94

	Pembiayaan dan Pelaksanaan  Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Perdesaan  ( PNPM  Mandiri  - 

Perdesaan ).

 
	075/ 019/BUP-KT/III/2010

Tanggal,  17 Maret  2010

 

 

 
	  -  Direktur Jenderal PMD Depdagri

  -  Bupati Kabupaten Tana Tidung

 

 

	95

	Pengembangan Pendidikan Di Kalimantan

Timur

 

 
	197/2180/BKPW.A/2010

Tanggal, 20 Maret 2010

 

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Rektor Universitas Negeri Malang

     ( UNM )

 

 

	96

	Kerjasama di Bidang Reformasi 

Birokrasi dan Penegakan Hukum di -

Kalimantan Timur.

 

 
	119/2138/BKPW.A/2010

B-010/Q.4/CS-2/03/2010

Tanggal, 23 Maret 2010

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Kepala Kejaksaan Tinggi 
     Kalimantan Timur

 

 

	97

	Pengembangan Perpustakaan Sekolah

 

 

 

 


	197/090/I-1/2010

800/K.488/II-A/2010

Kw.16.4/4/PP.01.2/88/2010

Tanggal,  23  Maret  2010

 

 

 
	  -  Kepala Badan Perpustakaan 
     Provinsi

     Kalimantan Timur

  -  Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

     Kalimantan Timur

  -  Kepala Kantor Wilayah 

     Kementerian

     Agama Provinsi Kalimantan Timur

 

	98

	Pengembangan Peternakan Sapi Terpadu


	197/2592/BKPW.A/2010

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur dan 
     Dinas Peternakan

 

	99

	Rencana Kerjasama Pembangunan Pabrik dan Peralatan Sepeda Elektrik

 

 
	193/3555/BKPW.A/2010

Tanggal, 13 April 2010

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  General Manager of Zhejiang Lvjia 

      Industry Co. Ltd

 

	100

	Kerjasama Pembangunan Pusat Teknologi

dan Informasi Kelapa Sawit

 

 

 

 
	197/294/Litbang/2010

415/1668/SEKR

884/H17/PG/2010

30/SUPER/PPKS/IV/2010

Ref023/GAPKI-Ext-azm/IV/

2010

Tanggal, 24 April 2010

 

 
	  -  Badan Penelitian dan 
     Pengembangan

     Daerah Prov. Kaltim

  -  Dinas Perkebunan Prov. Kaltim

  -  Universitas Mulawarman

  -  Pusat Penelitian Kelapa Sawit

  -  Gabungan Pengusaha Kelapa 
     Sawit Indonesia Kaltim

 

 

	101

	Penanganan Korban dan Penyelesaian

Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan

Jalan Secara Terpadu

 

 
	197/4082/BKPW.A/2010

SKEB/1/2010

KEP/170/V/2010

Tanggal, 10 Mei 2010

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  PT. Jasa Raharja Cabang Kaltim

  -  Kepolisian Daerah Kalimantan 
     Timur

 



	102

	Kurikulum Pendidikan Lalu Lintas

 

 

 

 
	197/4083/BKPW.A/2010

KEP/171/V/2010

Tanggal, 10 Mei 2010

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Kepolisian Daerah Kalimantan 
     Timur

 

 

	103

	Monitoring dan Evaluasi Otonomi Daerah

di Kabupaten dan Kota Se - Kaltim

 

 

 
	134.4/4775/BKPW.A/2010

Tanggal, 26 Mei 2010

 

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Jawa Pos Institute of Pro Otonomi 

      (JPIP) Area Kaltim

 

 

	104

	Proyek Lanjutan Pembangunan Jembatan Penajam-Balikpapan Melalui Pulau Balang

 
	193/5730/BKPW.A/2010

Tanggal, 23 Juni 2010 

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Chief Representative in Indonesia

 

 

	105

	Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Tol

Balikpapan - Samarinda - Bontang

 

 
	193/5732/BKPW.A/2010

Tanggal, 23 Juni 2010 

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Chief Representative in Indonesia

 

 

	106

	Proyek Perluasan Bandar Udara SepingganBalikpapan

 
	193/5731/BKPW.A/2010

Tanggal, 23 Juni 2010 

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Chief Representative in Indonesia

 

 

	107

	Proyek Bandar Udara Baru Sungai Siring

Samarinda

 

 
	193/5784/BKPW.A/2010

Tanggal, 23 Juni 2010 

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Chief Representative in Indonesia

 

 

	108

	Penyelenggaraan Pendidikan Akademi dan Profesional,  Pendidikan  dan  Pelatihan, Pengkajian dan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

 

 
	197/5907/BKPW.A/2010

166/XIII/7/4/2010

Tanggal,  28 Juni 2010

 

 

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Kepala Lembaga Administrasi

     Negara Republik Indonesia

 

 

 

 

	109

	Kerjasama Dalam Program Legislatif

Daerah

 

 

 
	119/7335/BKPW.A/2010

160/94/ST-HK/VIII/2010

Tanggal, 09 Agustus 2010
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

     Provinsi Kalimantan Timur

 

	110

	Kerjasama Proyek-Proyek Specific

 

 

 

 
	Tanggal, 16 Septemb.2010

 

 

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Menteri Hubungan Asia dan 
     Perdagangan Nothern Territory

 

 

	111

	Percepatan Pengesahan Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRWP) Kalimantan Timur

 

 

 
	Tanggal, 27 September 2010

 

 

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Ketua DRRD Prov.Kalimantan 
     Timur

  -  Walikota/Bupati se Kaltim

 

 

 

	112

	Rencana Kerjasama Kepelabuhanan

Pelabuhan Internasional Maloy, Sangkulirang Provinsi Kalimantan Timur.

 
	197/18388/BKPW.A/2010

10/KB.305/5/DT-2010

Tanggal. 27 September 2010

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  PT. Pelabuhan Indonesia  IV

     (Persero)  BUMN

 

 

	113

	Farm Food Estate

 

 

 

 
	Tanggal. 28 September 2010

 

 

 
	  -  Bupati Bulungan

  -  Direktur Utama PT. Sang Hyang

  -  Gubernur Kalimantan Timur

 

 

	114

	Pengembangan Manajemen Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur

 

 

 
	119/9503/BKPW.A/2010

MoU - 967/K/D4/2010

Tanggal, 14 Oktober 2010

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Kepala Badan Pengawasan 
     Keuangan dan Pembangunan 
     (BPKP)

 

 

	115

	Kerjasama Pemikiran Ilmiah Unmul

Dalam Pembangunan di Prov.Kaltim

 

  
	197/2146/BKPW.A/2010

Tanggal, 13 Nopemb.2010

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Rektor Universitas Mulawarman

 

 

	116

	Penyelenggaraan Program S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

 
	119/11415/BKPW.A/2010

Tanggal. 29 Desember 2010

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Rektor Universitas Mulawarman

 

 

 

	117

	Komitmen Bersama Bank Pembangunan

Daerah (BPD) Sebagai Bank Terkemuka

(Regional Champion)

 
	Tanggal. 29 Desember 2010

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Bupati / Walikota se Kaltim

  -  Direktur BPD Kaltim

 

	118

	 Percepatan Pengembangan Pembangunan Kapasitas BNN di Daerah

 

 

 
	 119/05/BKPW.A/2011

SPB/33/1/2011/BNN

Tanggal, 4 Januari 2011

 

 
	   -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Kepalam Badan Narkotika Nasional

     Republik Indonesia

 

 

	119

	Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan Unit Pengantongan (Packing Plant) Semen 

 

 
	119/354/BKPW.A/2011

000013/HK.06/1001/01.2011

Tanggal, 17 Januari 2011

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Direktur Utama PT.Semen Gresik

     (Persero) Tbk.

 

 

	120

	Pengembangan Sumber Daya Manusia

 

 

 
	Tanggal, 20 Maret  2011

 

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Pro Vice-Chancellor (International)

 

 

	121

	Pengembangan Sumber Daya Manusia

(Human Resource Development)

 

 
	Tanggal, 22 Maret 2011

 

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  The University of Adelaide Australia

 

 

	122

	Pengembangan Sumber Daya Manusia

(The Parties)

 

 
	Tanggal, 24 Maret 2011

 

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  The University of Adelaide Australia

 

 

	123

	Fasilitasi Harmonisasi, Pengkajian Hukum

Daerah Program Legislasi Daerah, Konsultasi Hukum dan Ham, Koordinasi di Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan serta Perlindungan, Pemenuhan, Pemajuan dan Penegakan (P4) Ham

 
	119/3013/BKPW.A/2011

Tanggal, 25 Maret 2011

 

 

 

 

 

 
	  -  Kakanwil Kementerian Hukum & 
     Ham

  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Walikota/Bupati se Kalimantan 
      Timur

 

 

 

	124

	Bekerjasama Dalam Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan

 

 
	 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  The University Malaysia Sabah

      Malaysia

 

 

	125

	Penyelenggaraan Pendidikan Klinik 

Dokter di RSUD Kanujoso Jatiwibowo

Balikapapan.

 

 
	415.4/1324/RSKD

1164/UN17.10/PP/2011

Tanggal, 10 Agustus 2011

 

 
	  -  Direktur RSUD Kanujoso 
     Djatiwibowo

  -  Dekan Kedokteran Unmul 
     Samarinda

 

	126

	Kerjasama Pengembangan dan Penerapan Hasil Litbang Teknologi Industri Untuk Mendukung Pembangunan Industri di Kaltim.

 

 

 
	154/BPKIMI/08/2011

119/7121/BKPW.A/2011

2382/UN 17/KS/2011

Tanggal, 10 Agustus 2011 

 
	  -  Kepala Badan Pengkajian, Iklim 
     dan Mutu Industri, Kementerian 
     Perindustrian.

  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Rektor Universitas Mulawarman



	127

	Dukungan Terhadap Persiapan Kontingen

PON XVIII - 2012 

 
	119/7947/BKPW.A/2011

Tanggal, 9 September 2011

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Direktur Utama PT. Belayan River

     Timber Group

	128

	Dukungan Terhadap Persiapan Kontingen

PON XVIII - 2012 

 
	119/7948/BKPW.A/2011

Tanggal, 9 September 2011

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Direktur Utama Bankaltim 

 

	129

	Dukungan Terhadap Persiapan Kontingen

PON XVIII - 2012 

 

 
	119/7949/BKPW.A/2011

Tanggal, 9 September 2011

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Direktur Utama PT.Kideco Jaya -

     Agung

 

	130

	Dukungan Terhadap Persiapan Kontingen

PON XVIII - 2012

 

 

 
	119/7950/BKPW.A/2011

Tanggal, 9 September 2011

 

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Direktur Utama PT.Indika Energi

 

 

 

	131

	Dukungan Terhadap Persiapan Kontingen

PON XVIII - 2012

 

 

 

 
	119/7951/BKPW.A/2011

Tanggal, 9 September 2011

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Presiden Direktur PT.Berau Coal

 

 

 

 

	132

	Dukungan Terhadap Persiapan Kontingen

PON XVIII - 2012

 

 

 
	119/  8301/BKPW.A/2011

Tanggal, 9 September 2011

 

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Direktur Utama PT.Hutama Karya

 

 

 

	133

	Hibah dan Pinjam Pakai Barang Milik -

Negara/Daerah di Wilayah Prov.Kaltim

 

 

 
	MoU/11/IX/2011

119/8098/BPPWK.A/2011

Tanggal, 19 September 2011

 

 
	  -  Menteri Pertahanan RI

  -  Gubernur Kalimantan Timur

 

 

 

	134

	Bantuan Dana Hibah Pengadaan Helikopter TNI Untuk Wilayah Perbatasan 

 

 

 
	119/8099/BKPW.A/2011

PKS/01/IX/2011

Tanggal, 19 September 2011

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Sekretaris Jenderal Kementerian

     Pertahanan Republik Indonesia

 

 

	135

	Kerjasama Teknis Dalam Industri Peleburan Aluminium dan Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Batu Bara Thermal

 
	Tanggal,  04 Oktober 2011

 

 

 

 
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  Exacutive Director NALCO

 

 

 

	136

	Pendampingan Penyusunan Biaya Satuan 

 

 
	324/MMR/SPK/X./2011

 

 

 
	  - Direktur Rumah Sakit Daerah 

 

 

 

	137

	Kerjasama Teknis Dalam Industri Peleburan Aluminium dan Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Batu Bara Thermal
	Tanggal, 4 Oktober 2011 

 

 
	 

 

 

 

 

 

	138

	Penggunaan Layanan "Halo Corporate", 

"MVPN" dan "Telkomsel Flash" untuk 

Pegawai di Lingkungan Pemprov.Kaltim

 
	119/9364/BKPW.A/2011

MoU.590/LG.05/CM-01/X/2011

Tanggal, 24 Oktober 2011
	  -  Gubernur Kalimantan Timur

  -  VP Corporate Account 
     Management PT. Telkomsel

 

	139

	Pemanfaatan Lahan Milik PT.Angkasa Pura I (Persero) Untuk Pembangunan Bangunan  Very Very Important Person (VVIP) Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  di Bandara Udara Sepinggan Balikpapan.

 
	119/11639/BKPW.A/2011

MoU.SP.142/HK.09.01/2011

Tanggal, 1 Desember  2011

 

 

 
	Gubernur Kalimanta Timur

General Manager PT. Angkasa Pura I

 

 

 

 

	140

	Penanganan Penyandang Masalah 

kesejahteraan Sosial

 

 
	460/01/102.005/2012

460/06/DS-II/2012

Tanggal, 3 Januari 2012

 
	   -  Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

   -  Dinas Sosial Provinsi Kalimantan 

      Timur

 

	141

	Kerjasama Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta tindak pidana perdagangan orang

 

 

 

 

 
	120.23/10/211.2/2012

119/010/BPPKB/I/2012

Tanggal, 3 Januari 2012

 

 

 

 

 

 
	  -  Kepala Badan Pemberdayaan

     Perempuan dan Keluarga 

     Berencana Provinsi Jawa Timur

  -  Kepala Badan Pemberdayaan

     Perempuan dan Keluarga 

     Berencana Provinsi Kalimantan 

     Timur

 

 

	142

	Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelayanan dan Pembinaan Kehidupan Keagamaan di Prov.Kaltim

 
	119/024/BKPW.A/2012

01 Tahun 2012

Tanggal, 4 Januari 2012

 
	  -  Pemerintah Provinsi Kaltim

  -  Menteri Agama Republik Indonesia

 

 

	143

	Pendirian dan Pengembangan

Pendidikan Tinggi di Kalimantan Timur
	1/I/NK/2012

119/088/BKPW.A/2012

Tanggal, 6 Januari 2012
	  -  Menteri Pendidikan & Kebudayaan

  -  Pemerintah Provinsi Kaltim



	144

	 Pemikiran Ilmiah Institut Teknonolgi

 Sepuluh Nopember Dalam Pembangunan  di Provinsi Kaltim  antara  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Timur  dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
	119/067/BKPW.A/2012

001/IT.2.IV/KS/2012

Tanggal, 6 Januari 2012

 

 
	  -  Pemerintah Provinsi Kaltim

  -  Rektor Institut Teknologi Sepuluh

     Nopember Surabaya

 

 

 

 

	145

	Pengembangan Perkeretapian 

Khusus untuk Transportasi Batubara 
	 

 
	  -  Pemerintah Provinsi Kaltim

 -  Kalimantan Rail PTE. LTD 

	146

	Rencana Kerjasama Kepelabuhanan Pelabuhan Maloy Internasional, Sangkulirang Proviinsi Kalimantan Timur  
	119/716/BPPWK.A/2012

6/HK.301/2/DUT-2012

Tanggal 8 Februari 2012 
	  -  Pemerintah Provinsi Kaltim

  -  Direktur Utama PT. Pelabuhan IV

     (Persero).

 

	147

	Kerjasama Usaha Dalam Kepemilikan dan Pengelolaan Participating Interest Blok Muara Bakau di Prov. Kaltim  

 
	MoU-02/MMP-AER/2012

154/AER/II/2012

Tanggal 27 Februari 2012

 
	  -  PT. Migas Mandiri Pratama

  -  PT. Amstelco Energy Resources

 

 

	148

	Kerjasama Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru

 

 
	119/1445/BPPWK.A/2012

002/MoU/BCI-NDB/III/12

Tanggal 8 Maret 2012 
	  -  Pemerintah Provinsi Kaltim

 -  Konsorsium Bakri Grup 

 

	149

	Pembangunan 3 (tiga) Bandara dan 

Sarana Pendukung Lainnya diwilayah 

Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur 

Melalui "Operasi Bakti Kartika Jaya"

 
	199/1309/BPPWK.A/2012 

Kerma/ 1 /III/2012 

Tanggal 8 Maret 2012

 

 
	  -  Pemerintah Provinsi Kaltim

  - Tentara Nasional Indonesia 

     Angkatan Darat

 

 

	150

	Kerjasama Bidang Kebudayaan dan 

Pariwisata

 

 

 
	415.4/399/Budpar-I/2012

075/274/Budpar-I/2012

Tanggal 21 April 2012

 

 
	  -  Dinas Kebudayaan dan 

     Pariwisata Provinsi Kaltim

  -  Dinas Kebudayaan dan 

     Pariwisata Provinsi NTB

	151

	Kerjasama Bidang Perternakan dan 

Kesehatan hewan

 

 

 
	188.3/1302/Disnakwan

524.3/521/PKUP/IV2012

Tanggal 21 April 2012

 
	 - Dinas Peternakan dan kesehatan 

    Hewan Propinsi NTB

 - DinasPeternakan Provinsi Kaltim

 

	152

	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012
	119/4414/BPPWK.A/2012

Tanggal 23 April 2012
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Insani Bara Prakasa

	153

	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	 119/4415/BPPWK.A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  PT. Inhutani I Pangean, Segah 
     hulu, Pimping
  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim


	154

	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/4416/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Angkasa Pura I (Persero)

 

	155

	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 

 

 
	119/4417/BPPWK,A/2012

13.00/MoU/01/IV/2012

Tanggal 23 April 2012

 

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PTPN XIII

 

 

 

	157

	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 

 
	119/4418/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. ITCI Kayan Hutani

 

 

	158


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 

 
	119/4419/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Kresna Duta Agroindo

 

 

	159


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 

 
	119/4420/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Balikpapan Forest Industries

 

 

	160

	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen 

PON XVIII/2012

 
	119/4421/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Roda Mas Timber

 

	161


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 

 
	119/4422/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2102

 

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Bangun Cipta Kontraktor

 

 

	162


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/4423/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Wijaya Sukses Sejahtera

 

	163


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/4424/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Anugrah Bara Kaltim

 

	164


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/4425/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Jembayan Muara Bara

 

	165


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/4426/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Timbang Damai 

 

	166


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/4427/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Tanito Harum

 

	167


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 

 
	119/4428/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Santan BatuBara

 

 

	168


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 

 
	119/4429/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Indomico Mandiri

 

 

	169


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 

 
	119/4430/BPPWK.A/2012

Tanggal 23 April 2012

 

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Perdana Bumi Sariharti

 

 

	170

	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 

 
	119/4431/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Perancis Nur

 

 

	171


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 

 
	119/4432/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Rea Kaltim Plantation

 

 

	172


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 

 
	119/4433/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Singlurus Pratama Coal 

 

 

	173


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 

 
	119/4434/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Bukit Baiduri Energy

 

 

	174


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/4450/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Trubaindo Coal Mining

 

	175

	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 

 

 
	119/4451/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 

 

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk

 

 

 

	176


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 

 
	119/5611/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Bara Kumala

 

 

	177


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/5603/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Fajar Surya Swadaya

 

	178


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/5604/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Lana Harita Indonesia

 

	179


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/5605/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Paula Jaya

 

	180


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/6203/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Gunta  Samba

 

	181


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/6204/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Swakarsa Sinar Sentosa

 

	182


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/6205/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. London Sumatera Indonesia

 

	183


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 

 
	119/4413/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Gunung Gajah Abadi

 

 

	184


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/6320/BPPWK,A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Rimba Karya Rayatama

 

	185


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/6321/BPPWK.A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Mahakam Sumber Jaya

 

	186


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/3543/BPPWK.A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Budi Daya Utama

 

	187


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/3544/BPPWK.A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Beringin

 

	188


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/3545/BPPWK.A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Badak NGL

 

	189


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/3546/BPPWK.A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Waskita Karya

 

	190


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/3547/BPPWK.A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Kaltim Prima Coal

 

	191

	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/3548/BPPWK.A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Budi Bakti Prima

 

	192


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/3549/BPPWK.A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Pembangunan Perumahan

 

	193


	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012

 
	119/7152/BPPWK.A/2012

Tanggal 23 April 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Seroja Universum Narwastu

 

	194


	Pembangunan Pertanian Tanam Pangan 

 

 
	119/3550/BPPWK.A/V/12

110/SHS.01/MoU/V/2012

Tanggal 3 Mei 2012

 
	  -  Pemerintahan Provinsi Kaltim

  -  PT. Sang Hyang Seri (Persero)

 

 

	195


	Pembangunan Bandara Long Apung

di Kabupaten Malinau dan Sarana 

Pendukung Lainnya di Wilayah 

Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur 

Melalui "Operasi Bakti Kartika Jaya"

 
	553.2/001/DISHUB/V/12

PKS/001/V/DITZIAD/12

 

 

 

 
	 - Kepala Dinas Perhubungan Prov.

   Kaltim 

 - Direktur Zeni Angkatan Darat

 

 

 

	196


	Pembangunan Bandara Long Bawan

di Kabupaten Nunukan dan Sarana 

Pendukung Lainnya di Wilayah 

Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur 

Melalui "Operasi Bakti Kartika Jaya"

 

 
	553.2/002/DISHUB/V/12

PKS/002/V/DITZIAD/12

 

 

 

 

 
	 - Kepala Dinas Perhubungan Prov.

   Kaltim 

 - Direktur Zeni Angkatan Darat

 

 

 

 

	197

	Pembangunan Bandara Datah Dawai

di Kabupaten Kutai Barat dan Sarana 

Pendukung Lainnya di Wilayah 

Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur 

Melalui "Operasi Bakti Kartika Jaya"

 

 
	553.2/003/DISHUB/V/12

PKS/003/V/DITZIAD/12

 

 

 

 

 
	 - Kepala Dinas Perhubungan Prov.

   Kaltim 

 - Direktur Zeni Angkatan Darat

 

 

 

 

	198


	Pengembangan Institut Teknologi

Kalimantan Timur 

 

 
	119/4849/B.SOSIAL/VI/12

17/PKS/ITS/2012

Tanggal 14 Juni 2012

 
	  -  Pemerintah Provinsi Kaltim

  -  Institut Teknologi Sepuluh 

     Nopember 

 

	199

	Pendampingan Penyelenggaraan 

Pendidikan Seni dan Budaya Indonesia

(ISBI) di Provinsi Kalimantan Timur 
	119/7311/B.SOSIAL/VIII/12

3358/K.14.12.1/PP/2012

Tanggal 4 Juli 2012
	  -  Pemerintah Provinsi Kaltim

  - Institut Seni Indonesia Yogyakarta

 

	200

	Pendampingan Penyelenggaraan 

Pendidikan Institut Sini Budaya Indonesia ( ISBI ) di Prov. Kaltim

 
	119/6949/BPPWK.A/2012

2164/K/14.12.1/PP/2012

 

 
	  - Pemerintah Provinsi Kaltim

  - Institut Seni Indonesia Yogyakarta

 

 

	201

	Pengawasan Pendistribusian Jenis

Bahan Bakar Minyak Tertentu Di Provinsi Kalimantan Tmur

 
	04.KB/05/KA BPH/2012

119/5852/BPPWK.A/2012

Tanggal 5 Juli 2012

 
	  - Badan Pengatur Hilir Minyak 

    dan Gas Bumi

  - Pemerintah Provinsi Kaltim

 

	202


	Pelaksanaan Transmigrasi 

 

 

 
	G/539/II.05/HK/2011

119/2185/BPPWK.A/2012

Tanggal 8 Juni 2011

 
	  - Gubernur Lampung 

  - Wakil Gubernur Kaltim

 

 

	203


	Kerjasama Pengembangan Kapasitas

Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

 

 
	119/7091/BPPWK.A/2012

02/NK/KL/2012

Tanggal 31 Agustus 2012

 

	  - Pemerintah Provinsi Kaltim

  - Badan Penelitian dan Pengem-

    bagan Kementerian Pekerjaan 

    Umum

 

	204


	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Warga Kota Tarakan yang Tidak Terjanjau dengan Program Jamkesmas atau Asuransi yang lain

 
	119/6319/BPPWK.A/2012

013/MoU/BMD-RS/IV/12

Tanggal 18 Juli 2012

 

 
	 -  Pemerintah Provinsi Kaltim

 -  PT. Asuransi Umum Bumiputra

    Muda 1967

 

 

	205


	Pengembangan Pendidikan Profesi 

Dokter

 

 
	119/8682/BPPWK.A/2012

UN/57/12/10.2012

Tanggal 2 Oktober 2012

 
	 -  Pemerintah Provinsi Kaltim

 -  Universitas Kristen Indonesia

 

 

	206


	Penanganan  Masalah Hukum Bidang

Penataan dan Tata Usaha Negara

 

 
	119/8230/BPPWK.A/2012

B-123/Q.4/Gs.1/10/2012

Tanggal 16 Oktober 2012

 
	 -  Pemerintah Provinsi Kaltim

 -  Kejaksaaan Tinggi Kaltim

 

 

	207
	Penggunaan Dan Pemanfaatan Lahan

Untuk Pembangunan Unit Pengantongan

(Packing Plant) Semen
	119/2478/BPPWK.A/2013

130001281/HK.06/1001/02.

2013
	Pemerintah Provinsi Kaltim Dengan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

	208
	Pencegahan, Penanganan Dan 

Penyelesaian Tumpang Tindih Perijinan

Penggunaan Lahan Dan Atau Hak Atas 

Tanah Di Wilayah Provinsi Kaltim
	119/1317/BPPWK.A/I/2013

B/02/I/2013

86/Memo-64/I/2013

PKS.45/BPKH/IV/2013
	Pemerintah Provinsi Kaltim, Kepolisian

Daerah kaltim, Kantor Wilayah Badan

Pertahanan Nasional, Provinsi Kaltim 

Dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan  Wilayah IV Samarinda

	209
	Pengembangan Politeknik Kesehatan

Kementerian Kesehatan Kaltim
	145/MENKES/SKB/III/2013

119/3729/BPPWK.A/III/2013
	Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Dengan Gubernur Kaltim

	210
	Percepatan Pembangunan Kawasan 

Perbatasan Di Wilayah Provinsi Kaltim
	119/4287/BPPWK.A/2013

P/1/III/2013
	Pemerintah Provinsi Kaltim Dengan

Komando Daerah Militer VI Mulawarman

	211
	Pembangunan, Pengembangan Dan

Peningkatan Prasarana Bandar Udara Di

Wilayah Kaltim
	H.201/1/19/DRJU/KUM.2013

119/4470/BPPWK.A/IV/2013
	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Dengan Pemerintah Provinsi Kaltim

	212
	Pelaksanaan Program Penataan Perizinan Di Kabupaten Berau, Kabupaten Kubar, dan Kabupaten Kukar Provinsi Kaltim Dalam  Rangka Implementasi Program Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan Plus (Redd+) Di Indonesia
	119/5684/BPPWK.A/VI/2013

180/7-PRJJ/HK/2013
	Pemerintah Provinsi Kaltim

Pemerintah Kabupaten Berau

Pemerintah Kabupaten Kubar

Pemerintah Kabupaten Kukar

Dengan Satuan Tugas Persiapan 

Kelembagaan Reducing Emissions

From Deforestation And Forest 

Degradation Plus (Redd+)


3. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan

· Banyaknya peraturan perundang-undangan sektoral yang tidak sinergis bahkan bertentangan dengan peraturan dan perundangan kerjasama daerah maupun teknis pelaksanaannya. Hal ini membuat kegamangan SKPD maupun ketidak pastian dalam melaksanakan pengembangan kerjasama terutama dengan pihak ketiga. 
· Rendahnya pengetahuan dan pemahamam kerjasama dengan pihak ketiga baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat termasuk kementerian / lembaga di tingkat pusat dan daerah. 

b. Solusi.

· Mendorong daerah atau SKPD untuk lebih meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan kementrian/lembaga terkait yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama.

· peningkatan pengetahuan dan pemahamam terhadap proses pelaksanaan kerjasama melalui sosialisasi, bimtek maupun transfer pengetahuan dengan pihak-pihak lain.
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Forum Koordinasi
Kebijakan dan Kegiatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaran koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah tetap berpegang pada amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang meliputi koordinasi antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan, pelatihan dan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Kebijakan yang harus dilakukan pada penyelenggaraan tugas umum pemerintahan untuk koordinasi adalah :

· Koordinasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan yang telah dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)
· Koordinasi Lintas Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
· Koordinasi dan Komunikasi Biro dan Bagian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dengan kementrian/lembaga.
· Koordinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pusat dan Daerah.
· Dan banyak lagi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan koordinasi.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam realisasi pelaksanaan koordinasi, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui instansi vertikal misalnya dalam bentuk koordinasi, pemberian pedoman oleh instansi vertikal, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi oleh instansi vertikal, pemberian pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan, evaluasi dan pengawasan oleh instansi vertikal. 

Koordinasi dengan instansi vertikal yang dilakukan masing-masing Unit Satuan Kerja di Pemerintah Daerah Provjnsi Kalimantan Timur, dilakukan dengan hampir semua instansi/departemen di pemerintah pusat terkait pelaksanaan tugasnya. Misalnya dengan Kementerian Dalam Negeri Negeri, Departemen Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Departemen Tenaga Kerja, BPK, BPKP, dan lain-lain. Ini dilakukan karena dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap memerlukan bimbingan, supervisi, konsultasi dan evaluasi dari Pemerintah Pusat. Dengan BPKP misalnya, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan koordinasi dalam hal penyusunan LPPD dan LAKIPProvinsi, pendampingan evaluasi Laporan Program dan Kegiatan serta LAKIP SKPD, pemutakhiran data barang daerah dan pengembangan sistem informasi manajemen barang daerah, pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah, penyusunan sistem informasi kinerja, pendampingan penyusunan Program Kerja Pengawasan dan pendampingan evaluasi kinerja dengan Kementerian Dalam Negeri.

3. Materi Koordinasi
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu melakukan koordinasi antara lain mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peranturan Menteri sampai peraturan-peraturan teknis di bawahnya. Bahkan dalam pelaksanaan secara teknis di lapangan, konsultasi dan koordinasi terus dilakukan agar dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan program pelelangan terbuka berbasis web (e-Procurement), Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi vertikal antara lain BAPPENAS, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Menteri Komunikasi dan Informasi, dan lain-lain. 

Sedangkan dalam perolehan dana perimbangan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur hampir semuanya terlibat kerjasama dengan instansi vertikal, karena terkait dengan LAKIP, sebagian terkait dengan usulan dana pembantuan,

4. Instansi Vertikal yang Terlibat

a. Kementerian Dalam Negeri
b. Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi
c. Kementerian Luar Negeri
d. Kementerian Pendidikan
e. Kementerian Agama
f. Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia
g. BPK
h. BPKP
i. Badan Pusat Statistik
j. BKKBN
k. Badan Pertanahan Nasional
l. Dan lain-lain.
5. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan
Koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak vertikal sebagaimana tersebut;

· Koordinasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan yang telah dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)

· Koordinasi Lintas Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

· Koordinasi dan Komunikasi Biro dan Bagian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

· Koordinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pusat dan Daerah.

· dan banyak lagi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan koordinasi.

6. Hasil dan Manfaat Koordinasi
Dalam realisasi pelaksanaan koordinasi, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui instansi vertikal misalnya dalam bentuk koordinasi, pemberian pedoman oleh instansi vertikal, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi oleh instansi vertikal, pemberian pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan, evaluasi dan pengawasan oleh instansi vertikal. 

Koordinasi dengan instansi vertikal yang dilakukan masing-masing Unit Satuan Kerja di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dilakukan dengan hampir semua instansi/kementerian di Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan tugasnya. Misalnya dengan Kementerian Dalam Negeri Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja, BPK, BPKP, dan lain-lain. Ini dilakukan karena dalam menyelenggarakan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap memerlukan bimbingan, supervisi, konsultasi dan evaluasi dari Pemerintah Pusat. Dengan BPKP misalnya, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan koordinasi dalam hal penyusunan LPPD dan LAKIP Provinsi, pendampinganevaluasi Laporan Program dan Kegiatan SKPD serta LAKIPSKPD, pemutakhiran data barang daerah dan pengembangan sistem informasi manajemen barang daerah, pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah, penyusunan sistem informasi kinerja, pendampingan penyusunan Program Kerja Pengawasan dan pendampingan evaluasi kinerja dengan Kementerian Dalam Negeri.

7. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu melakukan koordinasi antara lain mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peranturan Menteri sampai peraturan-peraturan teknis di bawahnya. Bahkan dalam pelaksanaan secara teknis di lapangan, konsultasi dan koordinasi terus dilakukan agar dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan program pelelangan terbuka berbasis web (e-Procurement), Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi vertikal antara lain BAPPENAS, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Menteri Komunikasi dan Informasi, dan lain-lain.

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Kebijakan dan Kegiatan
Kebijakan pembinaan batas wilayah berkaitan erat dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diikuti dengan kebijakan pemekaran daerah. Dalam kurun waktu sepuluh tahunan  sejak keluarnya UU Otonomi Daerah tahun 1999 dan direvisi menjadi UU 32 tahun 2004,  PP  129 tahun 2000  dan PP no. 78/2007  tentang pemekaran daerah maka  jumlah daerah otonom hampir berlipat dua meskipun telah ada moratorium pemekaran daerah sejak tahun 2009. Semakin banyaknya daerah otonom diikuti oleh semakin banyaknya permasalahan sebagai akibat dari semakin besarnya beban pendanaan  otonomi daerah dan rendahnya pencapaian tujuan pemekaran daerah. 
Rendahnya tingkat pencapaian tujuan pemekaran daerah disebabkan antara lain oleh belum tegasnya penetapan batas wilayah antar daerah induk dan DOB pemekaran yang akan  menyisakan konflik berkepanjangan  dalam penegasan batas wilayah.

Perkembangan pemekaran daerah di Kalimantan Timur, tercatat sebanyak 14 kabupaten/kota dan 136 kecamatan pada tahun 2008  yang terdiri 4 Kota dan 10 Kabupaten, yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kota Tarakan, sedangkan sepuluh Kabupaten yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Kartanegera, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Tana Tidung.

Pada tahun 2012 dengan keluarnya UU no. 20 tentang DOB Kalimantan Utara, maka provinsi Kalimantan Timur dimekarkan menjadi 2 ( dua) procvinsi dan bertambah lagi 1 kabupaten baru pada tahun 2013 yaitu Mahakam Ulu melalui UU No. 2 Tahun 2013 sehingga Kalimantan Timur tinggal 2 kota (kota Balikpapan dan Kota Samarinda) dan 10 kabupaten termasuk Mahakam Ulu sehingga dengan Kalimantan utara sampai bulan Juni 2013 telah terbentuk 154 kecamatan. Dasar hukum dari pembinaan batas wilayah dan pemekaran daerah adalah:
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
e. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas.
f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor X.200/12/SJ Tanggal 16 April 1994 perihal Satu-satunya Lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab pembuatan reproduksi dan pembekalan Peta Topografi Wilayah Nasional Indonesia adalah berada pada Dit Topografi TNI/AD;
g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor X.126/2742/SJ Tanggal 27 Nopember 2002 perihal Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah;
h. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 126/87/SJ Tanggal 01 Pebruari 2005 perihal Penyelenggaraan Penyelesaian Batas antar Daerah;
2. Realisasi dan Kegiatan

Perkembangan administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota mengalami perkembangan sangat pesat, terutama dalam pembinaan batas wilayah. Namun dengan terus bertambahnya segmen batas akibat terjadinya pemekaran, yaitu sebanyak  22 segmen batas antar kabupaten/kota dan 4 segmen batas antar provinsi maka sampai semester pertama tahun 2013 berubah menjadi 27 segmen dan 5 antar provinsi dan 2 batas dengan Negara lain ( Negara bagian serawak-Malaysia) dan berbatasan laut dengan Philipina.  Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu dari tahun 2009 - 2013 Pemerintah Provinsi telah melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian batas wilayah antar Kab/Kota se-Kaltim dan batas wilayah Provinsi, dengan kegiatan sebagai berikut :
· Telah dilakukan survey lapangan batas wilayah sepanjang 1.461.32 Km dari jumlah panjang batas yang harus disurvey sebanyak 4.606,63 Km.
· Pemasangan pilar batas sebanyak 669 dari jumlah 921 pilar yang harus di pasang.
· Pemasangan pilar batas utama (PBU) sebanyak 211 dari dan target sampai 2013 sebesar 269 PBU.
Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembinaan batas wilayah pada Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama selama kurun waktu 2009 – 2013 sebesar Rp. 14.414.710.500,-.      Terdiri dari tahun 2009 sebesar Rp. 4.262.793.000,-; tahun 2010 sebesar Rp. 2.500.000.000,-; tahun 2011 sebesar Rp.1.984.595.000,-; Tahun 2012 sebesar Rp. 2.019.402.500,-  Dan tahun 2013 sebesar Rp.3.647.920.000,-   Dengan rata-rata realisasi sampai akhir tahun 2012 sebesar 61,6%.
a. Perkembangan penegasan batas wilayah
	No
	RUAS BATAS
	PANJANG TRAYEK
	REALISASI PENEGASAN BATAS

	
	SEGMEN BATAS ANTAR KABUPATEN
	PANJANG BATAS SEMENTARA
	STATUS
	KETERANGAN

	1
	2
	3
	4
	

	1
	MALINAU – NUNUKAN
	272,6
	-
	

	2
	MALINAU – KTT
	48,4
	-
	

	3
	MALINAU BULUNGAN
	245,7
	-
	

	4
	MALINAU – BERAU
	37,4
	-
	

	5
	MALINAU – KUTAI TIMUR
	50,7
	-
	Proses pengajuan Permendagri

	6
	MALINAU – KUKAR
	95,8
	-
	Proses pengajuan Permendagri

	7
	MALINAU – KUBAR
	175,9
	-
	

	8
	KTT – NUNUKAN 
	143,9
	-
	

	9
	KTT – BULUNGAN 
	186,2
	-
	

	10
	BULUNGAN BERAU
	371
	-
	

	11
	BERAU – KUTIM
	523,3
	-
	

	12
	KUTIM BONTANG 
	28,84
	PERMENDAGRI
	Permendagri No. 25 Tahun 2005

	13
	KUTIM – KUKAR
	430,2
	-
	

	14
	KUKAR – BONTANG 
	14,32
	PERMENDAGRI
	Permendagri No. 25 Tahun 2005

	15
	KUKAR – SAMARINDA
	158,5
	-
	

	16
	KUKAR – KUBAR
	341,7
	-
	

	17
	KUKAR – PPU
	98,9
	-
	

	18
	KUKAR – BALIKPAPAN
	33,69
	-
	Proses pengajuan Permendagri

	19
	KUBAR – PASER
	98,9
	-
	

	20
	KUBAR – PPU
	23,1
	-
	

	21
	PPU – BALIKPAPAN
	49,78
	PERMENDAGRI
	Peermendagri No. 8 Tahun 2012

	22
	PPU – PASER
	126,7
	-
	

	
	
	
	
	

	23
	KALTIM (KUBAR) – KALBAR (KAPUAS HULU)
	142,3
	-
	

	24
	KALTIM ( KUBAR) – KALTENG (MURUNGRAYA,BARITO UTARA
	569,5
	-
	

	25
	KALTIM (PASER) – KALTENG (BARITO SELATAN)
	30,2
	-
	

	26
	KALTIM (PASER) –KALSEL (KOTA BARU, TABALONG, BALANGAN)
	309,1
	-
	

	
	JUMLAH
	4.606,63
	2 segmen
	


b. Perkembangan survey/pelacakan batas 
	No
	RUAS BATAS
	PANJANG TRAYEK
	PELACAKAN TRAYEK BATAS
	KET

	
	SEGMEN BATAS ANTAR KABUPATEN
	PANJANG BATAS SEMENTARA
	BATAS DILACAK/SEPAKAT sd TH 2013
	BELUM

DILACAK/BELUM SEPAKAT
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	MALINAU – NUNUKAN
	272,6
	208,2
	64,4
	

	2
	MALINAU – KTT
	48,4
	17,3
	31,1
	

	3
	MALINAU BULUNGAN
	245,7
	245,7
	0
	

	4
	MALINAU – BERAU
	37,4
	37,4
	0
	

	5
	MALINAU – KUTAI TIMUR
	50,7
	50,7
	0
	

	6
	MALINAU – KUKAR
	95,8
	0
	95,8
	

	7
	MALINAU – KUBAR
	175,9
	24,31
	151,59
	

	8
	KTT – NUNUKAN 
	143,9
	76,9
	67
	

	9
	KTT – BULUNGAN 
	186,2
	10,2
	176
	

	10
	BULUNGAN BERAU
	371
	78,7
	292,3
	

	11
	BERAU – KUTIM
	523,3
	50,6
	472,7
	

	12
	KUTIM BONTANG 
	28,84
	28,84
	0
	

	13
	KUTIM – KUKAR
	430,2
	108,85
	321,35
	

	14
	KUKAR – BONTANG 
	14,32
	14,32
	0
	

	15
	KUKAR – SAMARINDA
	158,5
	82,6
	75,9
	

	16
	KUKAR – KUBAR
	341,7
	49,17
	292,53
	

	17
	KUKAR – PPU
	98,9
	8
	90,9
	

	18
	KUKAR – BALIKPAPAN
	33,69
	33,69
	0
	

	19
	KUBAR – PASER
	98,9
	40,51
	58,39
	

	20
	KUBAR – PPU
	23,1
	0,7
	22,4
	

	21
	PPU – BALIKPAPAN
	49,78
	18,4
	31,38
	

	22
	PPU – PASER
	126,7
	34,95
	91,75
	

	23
	KALTIM (KUBAR) – KALBAR (KAPUAS HULU)
	142,3
	0
	142,3
	

	24
	KALTIM ( KUBAR) – KALTENG (MURUNGRAYA,BARITO UTARA
	569,5
	16,3
	553,2
	

	25
	KALTIM (PASER) – KALTENG (BARITO SELATAN)
	30,2
	0
	30,2
	

	26
	KALTIM (PASER) –KALSEL (KOTA BARU, TABALONG, BALANGAN)
	309,1
	225
	84,1
	

	
	JUMLAH
	4.606,63
	1461,34
	3.156,29
	


c. Pemasangan  Pilar Penegasan Batas

	No
	RUAS BATAS
	PANJANG TRAYEK
	PILAR BATAS WILAYAH

	
	SEGMEN BATAS ANTAR KABUPATEN
	PANJANG BATAS SEMENTARA
	TOTAL PILAR YG HARUS DIPASANG
	TERPASANG
	KEKURANGAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	MALINAU – NUNUKAN
	272,6
	55
	43
	12

	2
	MALINAU – KTT
	48,4
	10
	6
	4

	3
	MALINAU BULUNGAN
	245,7
	49
	46
	3

	4
	MALINAU – BERAU
	37,4
	7
	7
	-

	5
	MALINAU – KUTAI TIMUR
	50,7
	10
	10
	-

	6
	MALINAU – KUKAR
	95,8
	19
	19
	-

	7
	MALINAU – KUBAR
	175,9
	35
	28
	7

	8
	KTT – NUNUKAN 
	143,9
	29
	18
	11

	9
	KTT – BULUNGAN 
	186,2
	37
	34
	3

	10
	BULUNGAN BERAU
	371
	74
	62
	12

	11
	BERAU – KUTIM
	523,3
	105
	86
	19

	12
	KUTIM BONTANG 
	28,84
	6
	6
	-

	13
	KUTIM – KUKAR
	430,2
	86
	16
	70

	14
	KUKAR – BONTANG 
	14,32
	3
	3
	-

	15
	KUKAR – SAMARINDA
	158,5
	32
	12
	20

	16
	KUKAR – KUBAR
	341,7
	68
	58
	10

	17
	KUKAR – PPU
	98,9
	20
	20
	-

	18
	KUKAR – BALIKPAPAN
	33,69
	7
	-
	7

	19
	KUBAR – PASER
	98,9
	20
	3
	17

	20
	KUBAR – PPU
	23,1
	5
	2
	3

	21
	PPU – BALIKPAPAN
	49,78
	10
	-
	10

	22
	PPU – PASER
	126,7
	25
	17
	8

	
	
	
	
	
	

	23
	KALTIM (KUBAR) – KALBAR (KAPUAS HULU)
	142,3
	28
	28
	-

	24
	KALTIM ( KUBAR) – KALTENG (MURUNGRAYA,BARITO UTARA
	569,5
	114
	103
	11

	25
	KALTIM (PASER) – KALTENG (BARITO SELATAN)
	30,2
	6
	6
	-

	26
	KALTIM (PASER) –KALSEL (KOTA BARU, TABALONG, BALANGAN)
	309,1
	62
	37
	25

	
	JUMLAH
	4.606,63
	921
	669
	252


Sedangkan untuk pemasangan Pilar Batas Utama, sampai dengan akhir tahun 2012 telah dilakukan pemasangan sebanyak 211 buah pada ruas-ruas:
1. Pemasangan pilar batas utama Prov. Kaltim dengan Prov. Kalsel.
2. Pemasangan pilar batas utama Prov. Kaltim dengan Prov. Kalteng.
3. Pemasangan pilar batas utama Kab. Kukar dengan Kota Samarinda.
4. Pemasangan pilar batas utama Kab. Kukar dengan Kota Balikpapan.
5. Pemasangan pilar batas utama Kab. Paser dengan Kab Kubar.
6. Pemasangan pilar batas utama Kab. PPU dengan Kab. Kubar.
7. Pemasangan pilar batas utama Kab. Kukar dengan Kab Kubar.
8. Pemasangan pilar batas utama Kab. Berau dengan Kab. Kutim.
9. Pemasangan pilar batas utama Kab. Kukar dengan Kab. Kutim.
10. Pemasangan pilar batas utama Kab. Berau dengan Kab. Bulungan.
11. Pemasangan pilar batas utama Kab. Malinau dengan Kab. Bulungan.
12. Pemasangan pilar batas utama Kab. Malinau dengan Kab. Nunukan.
13. Pemasangan pilar batas utama Kab. Malinau dengan Kab Kubar
3. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi 

Sengketa Batas Wilayah Provinsi
· Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Sulawesi Barat di ruas batas Kabupaten Pasir dengan Kabupaten Mamuju.
· Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Selatan di ruas batas Kabupaten Pasir dengan Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong.
· Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Tengah di ruas batas Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya.
Sengketa Batas Wilayah antar kabupaten/ Kota
· Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan di ruas batas Kecamatan sepaku  dengan Kecamatan Balikpapan Barat.
· Kabupaten Pasir dengan Kabupaten Penajam Paser Utara di ruas batas Kecamatan Long Kali dengan Kecamatan Babulu.
· Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Penajam Paser Utara di ruas batas Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Sepaku.
· Kabupaten Berau dengan Kabupaten Kutai Timur di ruas batas Kecamatan Biatan, Kecamatan Talisayan dengan Kecamatan Karangan dan Kecamatan Sangkulirang.
· Kabupaten Tana Tidung dengan Kabupaten Nunukan di ruas batas Kecamatan Sesayap dengan Kecamatan Sembakung.
· Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda di ruas batas Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Sanga-sanga dengan Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Palaran.
· Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Berau diruas batas jalan trans Kalimantan dari pintu gerbang ke arah barat.
· Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Balikpapan di ruas batas Kecamatan Samboja dengan Kecamatan Balikpapan. 
· Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Malinau dengan Kab. Kubar.
· Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Kukar dengan Kab. Kutim diruas batas antara Kecamatan Ancalong dengan Kecamatan Kembang Janggut.

b. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian 

Penyelesaian Batas Kabupaten/ Kota
· Penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan di ruas batas Kecamatan sepaku  dengan Kecamatan Balikpapan Barat : telah dilakukan pembahasan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Batas Kab. PPU dengan KotaBalikpapan yang saat ini tinggal menunggu Keputusan Mendagri.
· Penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kabupaten Paser di ruas batas Kecamatan Long Kali dengan Kecamatan babulu telah difasilitasi pertemuan rapat koordinasi antara kedua Kabupaten dan telah dilakukan pelacakan dilapangan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat desa yang berbatasan, namun Pemerintah Kab. PPU tidak menyetujui.
· Penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Penajam Paser Utara di ruas batas Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Sepaku : telah dipasilitasi pertemuan dan peninjauan lapangan, namun belum ada kesepakatan antara kedua Kabupaten.
· Penyelesaian permasalahan batas antara Kab. Berau dengan Kab Kutim telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi peninjauan lapangan dan kedua Pemerintah Kabupaten menyampaikan kajian teknis tarikan batas dan menyerahkan keputusannya kepada Pemerintah Provinsi dan saat ini Pemerintah Provinsi melakukan kajian teknis.
· Penyelesaian permasalahan batas Kota Samarinda dengan Kab. Kukar telah difasilitasi rapat kajian teknis terhadap PP No.21 Tahun 1987 dimana ruas-ruas batas yang belum ada kesamaan persepsi telah diserahkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Provinsi. Ruas batas yang telah diputuskan Pemerintah Provinsi yang bersifat final yaitu ruas batas di Kecamatan Palaran Kelurahan Bentuas dengan Kecmatan Muara Jawa Kelurahan Handil dan diruas batas Kecamatan Tenggarong Seberang Desa Bangun Rejo dan Desa Manunggal Jaya dengan Kelurahan Sempaja Utara.
· Penyelesaian permasalahan batas Kota Balikpapan dengan Kab. Kukar telah dikeluarkan penetapan penegasannya oleh Gubernur Kalimantan Timur yang bersifat final.
· Penyelesaian permasalahan batas pertigaan antara Kab. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Malinau, Kab. Kubar telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dalam peninjauan lapangan, namun kondisi geografis yang sangat sulit sehingga belum ada titik batas yang disepakati. Kemudian akan ditindaklanjuti dengan tim terpadu untuk peninjauan kembali ke lapangan.  
· Penyelesaian batas antara Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dimana kedua Kabupaten yang berbatasan untuk menyampaikan kajian tarikan batas ke Pemerintah Provinsi untuk dilakukan over lay oleh Tim PBD Provinsi.
· Penyelesaian batas antara Kabupaten Kutim dengan Kabupaten Berau telah dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi namun kedua Kabupaten masih adanya persepsi tarikan batas.
· Penyelesaian batas Kabupaten Tana Tidung  dengan Kabupaten Nunukan telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dan menyampaikan tawaran tarikan batas namun kedua Kabupaten menolaknya dan Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menyampaikan tawaran tarikan batas baru ke Gubernur Kaltim dan tawaran tersebut akan disampaikan ke Kabupaten Tana Tidung.
Penyelesaian Batas Provinsi

· Penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Sulawesi Barat di ruas batas Kabupaten Pasir dengan Kabupaten Mamuju : telah disampaikansurat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat memfasilitasi pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat guna melakukan penegasan batas di lapangan.
· Penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Selatan di ruas batas Kabupaten Paser dengan Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tabalong:Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengundang Tim PBD Provinsi Kalsel, Tim PBD Kota Baru, dan Tim PBD Kabupaten Tabalong untuk melakukan pelacakan.
· Penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Tengah di ruas batas  Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Barito Utara,: telah dilakukan rapat antara Tim PBD Provinsi Kalimantan Timur dengan Tim PBD Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Samarinda dan telah disepakati beberapa titik batas oleh kedua pihak.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Bencana yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007,  diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu : bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.  Atas dasar klasifikasi data tersebut, bencana yang terjadi di Kalimantan Timur antara lain : Kebakaran, Tanah Longsor, Banjir, Angin Puting Beliung, Gagal Teknologi, Kecelakaan Transportasi, Epidemi wabah penyakit dan lain sebagainya, untuk penanganannya/penanggulangannya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan BPBD Kab/Kota dengan melibatkan instansi terkait, terutama Dinas Sosial; LSM dan Masyarakat setempat.

2. Realisasi dan Program Kegiatan
Dalam rangka penanganan penanggulangan kejadian bencana, pemerintah provinsi Kalimantan Timur telah mengalokasikan anggaran melalui Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) yang dibentuk pada tahun 2009 sampai tahun 2013 total anggaran sebesar Rp. 56.447.201.640 terdiri dari  tahun  2009 sebesar Rp. 4.055.000.000,  tahun 2010 sebesar  Rp. 10.839.736.000; tahun 2011  sebesar  12.632.426.700; tahun 2012 sebesar 14.546.940 dan tahun 2013  sebesar 32.956.437000,- sedangkan  pada tahun 2012 alokasi APBN sebesar Rp. 1.248.885.000,- . Rata-rata capaian realisasi APBD mencapai  59,55%  dan realisasi penyerapan APBN sebesar 42,90%.
Bencana untuk wilayah Kalimantan Timur hanya berstatus Nasional, Regional khusus untuk bencana banjir dan DBD (Demam Berdarah) status KLB. Selama kurun waktu tahun 2009 -2013 kejadian bencana alam yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur dapat dibagi menjadi beberapa jenis kejadian bencana termasuk yang berada ada di Kab/Kota, yaitu :
1. Kebakaran
2. Banjir
3. Tanah longsor
4. Angin Topan
5. Gelombang Pasang
6. Tenggelam
7. Konflik Sosial
8. Kecelakaan Transportasi Udara
9. Kecelakaan Transportasi Laut
Berdasarkan laporan kejadian bencana didapat dari Pusdalops dari BPBD Kab/Kota setiap bulannya, kejadian yang sangat dominan yang seringkali terjadi adalah kebakaran permukiman/penduduk/lahan; laporan kejadian kebakaran akibat konsleting listrik, dan akibat lampu petromak dan lampu tempel. untuk mengantisipasi kejadian tersebut, BPBD melakukan himbauan dan sosialisasi mengenai bahaya kebakaran di daerah permukiman warga yang rawan kebakaran. Daerah yang sangat dominan kebakaran yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kab. Paser.

Kejadian bencana tanah longsor akibat sedimentasi dan jenis tanah yang ada yang berpasir/podsolik merah yang mudah sekali tergerus air hujan, daerah yang sangat dominan terjadinya tanah longsor yang cukup tinggi wilayah Kota Balikpapan. 

Kejadian Banjir seringkali melanda Kota Balikpapan akibat daerah yang rawan dengan kondisi wilayah berbukit rendah serta luapan air sungai/sempadan sungai jika terjadi hujan yang cukup tinggi maka daerah yang rendah seperti wilayah aliran Sungai Ampal Balikpapan tidak mampu menampung air hujan yang turun sehingga rumah-rumah penduduk yang sekitar sungai meluap yang mengakibatkan banjir di perkotaan sedangkan di kab/kota yang lainnya relatif rendah kejadiannya.

Dari data kejadian bencana Tahun 2009 sebanyak 457 kejadian sampai dengan laporan terakhir dari Pusdalops BPBD bahwa hingga bulan Juni 2013 kejadian bencana yang terjadi di Kab/Kota sebanyak kurang lebih 168 kejadian, ini menunjukkan bahwa kondisi wilayah/daerah sangat rawan kejadian bencana. (data tabel terlampir).
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Sumber Data Pusdalops BPBD Prov. Kaltim

Jumlah Kejadian Bencana 

Per Kabupaten/Kota Tahun 2010

di Provinsi Kalimantan Timur

Kecelakaan Transportasi

Wabah Penyakit

Jenis Bencana

Kejadian bencana dari tahun ke tahun tidak menunjukkan penurunan, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.  Berdasarkan laporan yang diterima dari 14  kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2009 tercatat sebanyak 852 kejadian bencana, dan bencana yang paling sering terjadi adalah kebakaran sebanyak 241 kali, banjir 102 kali, tanah longsor sebanyak 19 kali, angin topan/puting beliung sebanyak 11 kali.  Sebagian besar bencana kebakaran dan banjir tersebut terjadi di Kota Samarinda dan Balikpapan.
Pada umumnya tidak semua bencana yang terjadi pada tahun 2010 menyebabkan timbulnya korban meninggal dan hilang, namun satu peristiwa bencana alam dapat pula menimbulkan korban meninggal yang cukup banyak.

1. Korban Meninggal

Korban meninggal terbanyak yang terjadi selama tahun 2010 adalah akibat bencana kebakaran yaitu sebanyak 4 jiwa.
2. Korban Menderita dan Mengungsi

Pada tahun 2010, korban menderita dan mengungsi secara keseluruhan sebanyak 38.966 Jiwa.  Dari jumlah korban menderita dan mengungsi tersebut yang paling banyak adalah akibat bencana banjir yaitu sebanyak 8.014 jiwa, kemudian akibat bencana banjir sebanyak 4.911 jiwa dan akibat kebakaran sebanyak 3.103 jiwa.
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Sumber Data Pusdalops BPBD Prov. Kaltim

Kecelakaan Transportasi

Wabah Penyakit

Jumlah Kejadian Bencana 

Per Kabupaten/Kota Tahun 2011

di Provinsi Kalimantan Timur

Jenis Bencana


Pada tahun 2011 ini kejadian bencana yang terjadi di kab/kota di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan ini disebabkan perubahan iklim didaerah akibat hujan yang cukup deras mengakibatkan banjir di wilayah Samarinda sebanyak 63 kejadian yang mengakibatkan daerah yang rendah di wilayah Samarinda Utara, Samarinda Ulu mengalami banjir akibat luapan air sungai Karang Mumus dan Sungai, solusi dari permasalahan tersebut di himbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah disungai, bantaran sungai yang sempit karena masyarakat yang mendiami badan sungai semakin menjorok ke sungai. Menurut laporan kejadian BPBD Kota Samarinda, kejadian bencana kebakaran selama tahun 2011 cukup tinggi hampir setiap bulan terjadi kebakaran rumah penduduk dan daerah permukiman padat penduduk terutama di kawasan samarinda.  Kejadian yang dilaporkan oleh BPBD Kab/Kota/Kesbanglinmas Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang dilaporkan kepada Pusdalops BPBD Provinsi Kaltim Tahun 2011 sebanyak 267 kejadian bencana.

	Jumlah Kejadian Bencana

	Per Kabupaten/Kota Januari s.d Desember 2012
Provinsi Kalimantan Timur

	No
	Kabupaten/Kota
	Jenis Bencana 
	Total

	
	
	Keba-karan
	Tanah Longsor
	Banjir
	Angin Topan
	Gelombang Pasang
	Gagal Teknologi
	Konflik
	Tenggelam 
	Kecelakaan Transportasi
	Wabah Penyakit
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Lantas
	Udara
	Laut
	Sungai
	DBD
	Chikungunya
	

	1
	Samarinda
	77
	2
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	88

	2
	Balikpapan
	81
	44
	75
	3
	
	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	210

	3
	Kutai Kartanegara
	7
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9

	4
	Kutai Timur
	3
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	6

	5
	Kutai Barat
	2
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	5

	6
	Nunukan
	1
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	7
	Malinau
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	8
	Bulungan
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	3

	9
	Tidung pala
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	10
	Berau
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	3

	11
	Tarakan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	12
	Bontang
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	13
	Paser
	21
	
	1
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	25

	14
	Penajam Paser Utara
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	Total
	194
	47
	92
	7
	
	1
	2
	9
	
	1
	4
	
	
	
	357


Sumber : Pusdalops BPBD Prov. Kaltim

Laporan kejadian bencana tahun 2012 sebanyak 357 yang terjadi di Kab/Kota di Provinsi Kaltim; kejadian yang sangat dominan kebakaran permukiman yang terbanyak dari Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, sedangkan kejadian banjir dan tanah longsor sangat tinggi terjadi di Kota Balikpapan yang menimbulkan korban jiwa dan harta bencana. Sedangkan kab/kota yang lain : BPBD Kabupaten Paser dari laporan kejadian kebakaran pada tahun 2011 sebanyak 21 kali kejadian. 

	
	
	Jumlah Kejadian Bencana

	
	
	Per Kabupaten/Kota Januari s.d  Juni 2013 

	
	
	Provinsi Kalimantan Timur 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	No
	
	Jenis Bencana 
	Total

	
	Kab/
Kota
	Keba-karan 
	Tanah 
Longsor 
	Banjir 
	Angin Topan 
	Gelombang Pasang 
	Gagal Teknologi 
	Konflik 
	Tenggelam 
	Kecelakaan Transportasi 
	Wabah Penyakit 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Lantas 
	Udara 
	Laut 
	Sungai
	DBD
	Campak 
	

	1
	Samarinda
	51 
	
	3 
	
	
	
	
	1 
	
	
	
	1 
	
	
	56 

	2
	Balikpapan
	14 
	2 
	
	1 
	
	
	
	2 
	
	
	1 
	
	
	
	20 

	3
	Kutai Kartanegara
	9 
	1 
	14 
	1 
	
	
	
	1 
	
	
	
	2 
	
	
	28 

	4
	Kutai Timur
	4 
	2 
	51 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 

	5
	Kutai Barat
	6 
	
	1 
	1 
	
	
	
	3 
	
	
	
	
	
	
	11 

	6
	Nunukan
	2 
	
	
	
	
	
	
	2 
	
	
	
	
	
	1 
	4 

	7
	Malinau
	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 

	8
	Bulungan
	4 
	
	2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 

	9
	Tidung pala
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0 

	10
	Berau
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0 

	11
	Tarakan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 
	
	
	1 

	12
	Bontang
	5 
	
	5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 

	13
	Paser
	6 
	
	6 
	5 
	
	
	
	1 
	
	
	
	
	
	
	18 

	14
	Penajam Paser Utara
	
	
	
	1 
	
	
	
	1 
	
	
	
	
	
	
	2 

	 
	Total
	102 
	5 
	36 
	9 
	
	
	
	11 
	
	
	1 
	4 
	
	
	168 


sumber : pusdalops BPBD Prov. Kaltim.

Pada Tahun 2013 ini sampai bulan Juni 2013 kejadian bencana yang dilaporkan kepada Pusdalops BPBD Provinsi Kaltim dari data kejadian yang terekam sebanyak 168 kejadian yang terbanyak mengalami kejadian bencana adalah Kota Samarinda sebanyak 51 kejadian. Kota Balikpapan sebanyak 14 kejadian bencana. Kabupaten Kutai Timur mengalami kejadian banjir yang cukup tinggi sebanyak 51 kejadian yang mengakibatkan beberapa desa/kecamatan.


Penanggulangan kejadian bencana juga dialokasikan program dan kegiatan melalui Dinas Sosial Provinsi Kaltim melalui Program 
: Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Kegiatan
:

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.  
Sedangkan Sub Kegiatan terdiri dari:

1. Pertolongan dan perlindungan korban bencana alam dan sosial
2. Pelembagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui Pembentukan Kampung Siaga Bencana 
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebagai relawan.
4. Pemberian bantuan stimulan pemulihan social
5. Konvensi Keserasian Sosial Daerah
6. Penguatan kearifan lokal


Hasil kegiatan penanggulangan bencana di Kalimantan Timur diantaranya adalah:
1. Terselenggaranya pendirian dapur umum lapangan dan pendirian tenda pengungsian korban bencana alam dan sosial.
2. Terbentuknya Kampung Siaga Bencana :
3. Tahun 2010 sebanyak 1 KSB di kota Samarinda
4. Tahun 2011 sebanyak 1 KSB di Kota Balikpapan
5. Tahun 2012 sebanyak 2 KSB di Kab. Penajam Paser Utara, dan Kab. Kutai Timur
6. Tahun 2013 sebanyak 1 KSB di Kab. Bulungan
7. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebanyak 644 Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

	NO
	KABUPATEN / KOTA
	JUMLAH

	
	
	2006 - 2010

	1
	Samarinda
	165

	2
	Balikpapan
	111

	3
	Kutai Kertanegara
	27

	4
	Kutai Timur
	70

	5
	Paser
	109

	6
	Bulungan
	103

	7
	Kutai Barat
	20

	8
	Penajam Paser Utara
	19

	9
	Bontang
	20

	
	JUMLAH TOTAL
	644

	
	
	


Terbangunnya rumah korban bencana alam dan sosial sebanyak 838 rumah.

	NO
	KAB / KOTA
	TAHUN 2009
	TAHUN 2010
	TAHUN 2011
	TAHUN 2012
	JUMLAH

	
	
	JENIS BENCANA
	JENIS BENCANA
	JENIS BENCANA
	JENIS BENCANA
	

	
	
	BA
	BS
	BA
	BS
	BA
	BS
	BA
	BS
	

	1
	  Balikpapan
	44
	19
	55
	126
	 
	 
	13
	 
	257

	2
	  Samarinda
	41
	98
	 
	 
	 
	86
	 
	95
	225

	3
	  Penajam Paser Utara
	 
	
	 
	 
	 
	85
	 
	 
	85

	4
	  Kutai Kertanegara
	 
	195
	 
	 
	 
	 
	 
	49
	195

	5
	  Kutai Barat
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	57
	 

	6
	  Tarakan
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	76
	76

	
	JUMLAH
	85
	312
	55
	126
	 
	171
	13
	277
	838


Terlaksananya kegiatan konvensi keserasian sosial daerah sebanyak 7 kali.

1. Tahun 2008 sebanyak 1 kali di Samarinda

2. Tahun 2009 sebanyak 1 kali di Samarinda

3. Tahun 2010 sebanyak 1 kali di Samarinda

4. Tahun 2011 sebanyak 2 kali di Kab. Bulungan dan Kota Tarakan

5. Tahun 2012 sebanyak 2 kali di Kota Balikpapan dan kota Bontang

Terlaksananya kegiatan penguatan kearifan lokal sebanyak 7 kali.

1. Tahun 2008 sebanyak 1 kali di Samarinda

2. Tahun 2009 sebanyak 1 kali di Samarinda

3. Tahun 2010 sebanyak 1 kali di Samarinda

4. Tahun 2011 sebanyak 2 kali di Kab. Malinau, Kab. Nunukan

5. Tahun 2012 sebanyak 2 kali di Kab. Bulungan dan Kab. Tana Tidung
3. Permasalahan dan Solusi.
a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas  SDM Aparatur kebencanaan.
b. Rendahnya kinerja lembaga penanggulangan bencana di Kalimantan Timur.
c. Terbatasnya  sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan.  Solusinya adalah Pengadaan Peralatan Penanganan Bencana serta pelatihan anggota Tim Satkorlak PB, Satlak PB, ORARI, RAPI dan Masyarakat setempat.
d. Rendahnya antisipasi dalam menghadapi kejadian bencana. Solusinya adalah pembuatan peta rawan bencana dan pelatihan terhadap petugas kebencanaan.
e. Masih tinggi ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan pemerintah pusat sehingga diupayakan penambahan dana secara mandiri melalui alokasi anggaran pada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
f. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana yang belum memadai. Solusi, optimalisasi lembaga dan petugas kembencanaan dan peningkatan koordinasi multi pihak.
g. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;

Dari berbagai permasalahan dan solusi yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam penanganan dan penanggulangan bencana, maka dapat digambarkan beberapa hal yaitu:
a. Potensi Bencana yang diperkirakan Terjadi

Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi adalah Kebakaran Permukinan Penduduk, Kebakaran Hutan/Lahan, Tanah Longsor, Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Angin Puting Beliung, DBD, Muntaber dan Bencana Transportasi Udara dan Laut;kejadian bencana ini sewaktu-waktu bisa terjadi di seluruh wilayah Provinsi Kaltim diharapkan dukungan BPBD Kab/Kota untuk selalu siap dan tanggap dalam menghadapi bencana. Berdasarkan identifikasi dari 12 jenis bencana antara lain : 

· Gempa Bumi ; secara keseluruhan Provinsi Kalimantan Timur aman dari gempa bumi , kecuali Kabupaten Paser yang terjadi gempa Tahun 2009 dengan kekuatan 4,2 Scala Richter (SR) yang terjadi di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.
· Banjir ; selama 10 tahun terakhir ini Provinsi Kalimantan Timur sering dilanda banjir hampir di seluruh wilayah Kab/Kota setiap tahunnya. Bencana banjir ini bersifat temporer dan terjadi pada awal musim penghujan antara 2-6 hari. Daerah-daerah yang terindentifikasi banjir dan rawan banjir adalah kawasan perkotaan disepanjang hilir sungai dan pesisir di 14 Kab/Kota di Provinsi Kaltim.
· Tanah Longsor; potensi bencana tanah longsor hampir merata di wilayah kab/kota Provinsi Kaltim walaupun tingkat bahaya tanah longsor akibat penggerusan pantai dan tingginya curah hujan yang menyebabkan tanah longsor di daerah sepanjang sungai dan dataran gelombang rendah dan tinggi. Misalkan di daerah perkotaan/permukiman Kota Balikpapan.
· Kekeringan; iklim di Provinsi Kalimantan Timur sangat tidak teratur; apabila musim kemarau tiba yang sangat berisiko terkena dampak adalah kebakaran hutan dan lahan; dan pembukaan lahan perkebunan dan pertanian yang dilakukan oleh perusahaan dan masyarakat petani di kawasan hutan. Dampak kekeringan di wilayah Kaltim masih tergolong rendah.
· Kebakaran hutan dan lahan; kebakaran hutan dan lahan terjadi berulang-ulang setiap tahunnya khususnya pada musim kemarau; ditinjau sisi penyebab kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di provinsi Kalimantan Timur disebabkan oleh manusia dan juga kondisi alam. Pada musim kemarau suhu udara di beberapa wilayah mencapai 34.5 derajat celcius hingga 39.5 derajat celcius sehingga memicu hotspot (titik api). Kerugian yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan berimbas pada kerugian ekonomi, lingkungan, ekologi maupun kesehatan masyarakat. Kejadian hotspot terbesar yang pernah terjadi pada tahun 1997 yang menimbulkan kabut asap hingga ke negara tetangga.
· Kebakaran gedung dan permukiman; kebakaran gedung dan permukiman seringkali terjadi di kab/kota provinsi Kaltim terutama yang sangat rawan adalah daerah perumahan yang padat penduduk, daerah yang sangat rawan bencana kebakaran adalah daerah Samarinda, Balikpapan, Paser dan selebihnya daerah yang tidak dominan kebakaran dikarenakan penduduknya masih sangat jarang dan tidak padat pemukimannya.
· Gelombang pasang dan abrasi pantai; wilayah yang sangat dominan terjadi gelombang pasang dan abrasi yaitu sepanjang pantai timur di wilayah laut sulawesi walaupun bahaya abrasinya masih tergolong rendah dan sedang.
· Cuaca ekstrem; kondisi iklim di Kalimantan Timur menimbulkan beberapa gelaja antara lain; perubahan musim yang tidak teratur, faktor penyebab iklim ini adalah faktor alam dan non alam akibat pembabatan hutan dan kerusakan ekologi yang tidak seimbang menyebabkan perubahan suhu dan cuaca yang tidak menentu.
· Kegagalan teknologi; kegagalan teknologi di provinsi kalimantan timur cukup aman/rendah hal ini berkenaan dengan adanya perusahaan-perusahaan internasional dan lokal telah menerapkan manajemen yang ramah lingkungan sehingga diperkirakan kejadian bencana sangat kecil. Daerah yang sangat tumbuh menjadi daerah yang sangat tinggi perkembangannya yaitu Kota Balikpapan, Kab. Kutim, Samarinda, Bontang Berau, Tarakan .
· Epidemi wabah dan penyakit; potensi terhadap wabah atau epidemi yang bersifat khusus di provinsi Kaltim masih rendah.
· Konflik sosial; potensi bencana konflik sosial yang pernah terjadi di provinsi Kaltim adalah Kota Tarakan dan pada kondisi lainnya tidak pernah terjadi konflik yang bersifat cukup besar atau masih rendah. Pada umumnya kondisi kaltim cukup kondusif dan kejadian yang bersifat rasis dan agama hampir tidak pernah terjadi.
· Tsunami; potensi bencana kaltim yang rawan didaerah yang berada di sebelah timur pulau kalimantan yang berbatasan langsung dengan laut sulawesi dan selat makassar sejarah mencatat pada tahun 1920 pernah terjadi Tsunami di Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur.  

b. Antisipasi Daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

Dalam menghadapi bencana di Provinsi Kalimantan Timur BPBD Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pembuatan Rencana Penanggulangan Bencana  yang  berisi  tentang  gambaran umum kebencanaan, pengkajian risiko  bencana (termasuk peta rawan bencana, peta risiko dan dokumen kajian resiko), kebijakan penanggulangan bencana dan fokus program dan kegiatan dalam rangka pengurangan risiko bencana ; Melakukan sosialisasi, pelatihan, simulasi, pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana, pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) PB dan pembentukan Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalop) di Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Timur.
c. Potensi Kejadian Bencana Nasional di daerah

Potensi Kejadian Bencana Nasional di Daerah; kemungkinan besar akan terjadi mengingat Asset Nasional yang ada didaerah Kalimantan Timur tersebar di Wilayah Kab/Kota seperti; Samarinda, Balikpapan, Bontang, Sangatta, Berau, Tarakan, Kukar dan lainya. Salah satunya adalah kejadian bencana gagal teknologi yaitu runtuhnya jembatan kutai kartanegara yang menyebabkan korban jiwa dan harta bencana yang cukup besar sehingga perlu dukungan BNPB Jakarta untuk mebantu dukungan pendanaan mulai masa tanggap darurat hingga pasca bencana tanggap darurat dan perencanaan pasca bencana pada tahun 2011 yang lalu. 

Dengan adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini maka perlu kesiapan dan kesiapsiagaan sudah membuat rencana kontijensi kejadian pra bencana, dan antisipasi tanggap darurat yang bisa terjadi sewaktu-waktu dan pasca bencana.

F. Pengelolaan  Kawasan Khusus
1. Kawasan Industri Kariangau (KIK)

Terletak di wilayah Teluk Balikpapan yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dengan luas areal 3.540,3 Ha. Kawasan industri ini diarahkan untuk bergerak di sektor aneka industri, seperti : pengolahan batubara, minyak dan gas, minyak sawit, karet, makanan, perikanan, kopi, meubel, dan lain-lain. Kegiatan industry di KIK dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah dari setiap komoditi yang dihasilkan, yakni peralihan pemasaran dari produk primer menjadi produk sekunder atau tersier. KIK telah terintegrasi dengan terminal pelabuhan peti kemas (sebagai jalur angkut laut) dan Freeway (sebagai jalur angkut darat). Dengan letak posisi geostrategis pada ALKI II, KIK memiliki konektivitas untuk melayani kegiatan industri di wilayah tengah dan timur Indonesia. Pada tahun 2030, KIK diprediksikan akan menjadi pusat kawasan aneka industri terkemuka di wilayah Indonesia bagian timur. 

2. Kawasan Industri dan Jasa Samarinda
Merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Secara hierarki, Kota Samarinda merupakan pusat simpul jaringan transportasi Kalimantan Timur yang menghubungkan antara bagian selatan (Paser,PPU,Balikpapan) dengan bagian tengah (Kubar,Kukar,Bontang) dan bagian utara (Kutim,Berau). Berdasarkan RTRWN, Kota Samarinda juga masuk ke dalam Kawasan Andalan (KANDAL) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kota Samarinda akan diarahkan untuk bergerak di sektor industri layanan jasa dan perdagangan. Selain itu, berdasarkan RTRWP juga terdapat 2 KSP di Kota Samarinda yaitu Desa Budaya Pampang dan Delta Mahakam. Pada tahun 2030, Kawasan Industri Kota Samarinda diharapkan akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, hiburan dan perniagaan di Kalimantan Timur.
3. Kawasan Industri Bontang

Merupakan kota di Kalimantan Timur yang diproyeksikan menjadi Industrial Estate. Berdasarkan sejarah terbentuknya, Kota Bontang berkembang sebagai outlet industri seiring dengan berdirinya 2 (dua) perusahaan besar, yaitu PT. Pupuk Kaltim dan PT. Badak LNG & Co. Kota Bontang memiliki peranan penting dalam misi menyukseskan proyek MP3EI koridor kalimantan sebagai pusat produksi pengolahan hasil tambang dan energi nasional. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, Kawasan Industri Bontang diarahkan untuk bergerak di basis sektor pengolahan Migas dan Kondensat. Pada tahun 2030, Kota Bontang diproyeksikan akan menjadi kota industri penghasil urea dan amoniak terbesar di Indonesia.

4. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy

Terletak di Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Kaliorang dan Kecamatan Sangkulirang dengan luas areal 5.305 Ha. Berdasarkan Inpres Nomor  1 Tahun 2010 dan dokumen Masterplan Perluasan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), KIPI Maloy diarahkan untuk menjadi pusat pengolahan kelapa sawit, oleochemical dan industri turunannya. Pada tahap awal, KIPI Maloy akan dibangun dengan luas areal 1.000 Ha dengan nilai investasi sebesar 3,7 Trilyun Rupiah (Masterplan, 2012). KIPI Maloy terdiri dari 6 (enam) zona industri, yaitu : (1) Zona Industri Oleokimia Dasar; (2) Zona Industri Berbasis Makanan; (3) Zona Industri Biodiesel; (4) Zona Industri Produk Perawatan; (5) Zona Industri Produk Sampingan, dan; (6) Zona Industri Lainnya. KIPI Maloy akan terintegrasi dengan Tanki Timbun dan Pelabuhan Internasional CPO (Crude Palm Oil) yang akan dioperasionalkan dengan sistem perpipaan. Sebagai strategi untuk menambah nilai investasi, KIPI Maloy juga telah diusulkan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pada tahun 2030 KIPI Maloy diproyeksikan untuk menjadi pusat/sentra pengolahan oleochemical berskala internasional, dari industri hulu (primer), hingga pada hilir (sekunder dan tersier).

5. Kawasan Industri Pariwisata Kepulauan Derawan

Terletak di Kabupaten Berau dengan luas areal 13.500 Ha. Gugus kepualauan Derawan memiliki potensi wisata alam bawah laut dengan 4 (empat) pulau sebagai destinasi utama wisata, yaitu : Pulau Derawan, Pulau Kakaban, Pulau Sangalaki, dan Pulau Maratua. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Derawan semakin meningkat pada setiap tahunnya, dimana pada tahun 2011 terdapat 1.278.500 wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.  Pada tahun 2030, basis sektor industri pariwisata di Kepulauan Derawan diproyeksikan akan  menjadi salah satu sektor yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur disamping sektor jasa keuangan, industri pengolahan, dan pertanian.

6. Kawasan Industri Pangan, Kayan Delta Food Estate
Guna mendukung ketahanan pangan nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendeklarasikan program pengembangan kawasan pangan skala luas, yakni pengembangan 200.000 Ha Rice/Food Estate. Pengembangan tersebut akan dilakukan pada lahan-lahan kering, potensi daerah irigasi, serta beberapa potensi daerah rawa, yang tersebar di 10 Kabupaten di Kalimantan Timur. 

Berdasarkan hasil indikasi awal, luas potensi pengembagan rice/food estate di Kalimantan Timur adalah seluas 302.484 Ha. Luasan tersebut kemudian diklarifikasi oleh Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil klarifikasi, luasan pengembangan rice food estate menjadi 343.461 Ha. Rincian potensi lahan sebagaimana pada tabel berikut : 
	KABUPATEN
	POTENSI LAHAN (HA)

	
	LUAS INDIKASI PEMPROV
	HASIL KLARIFIKASI KABUPATEN 18 JANUARI 2012

	BERAU 
	11.901,42 
	62.751 

	BULUNGAN 
	73.976,77 
	50.000 

	KUTAI BARAT 
	56.942,42 
	70.000 

	KUKAR 
	76.826,99 
	36.347 

	KUTAI TIMUR 
	39.545,58 
	62.630 

	MALINAU 
	1.306,60 
	1.933 

	NUNUKAN 
	12.434,19 
	46.700 

	PENAJAM 
PASER UTARA 
	9.474,48 
	1.400 

	PASER 
	15.159,44 
	5.500 

	TANAH TIDUNG 
	4.916,93 
	6.200 

	TOTAL 
	302.484,81 
	343.461 


Hingga saat ini, terdapat  20 investor yang menyatakan minatnya untuk ambil bagian dalam program ini. Total lahan yang diajukan oleh investor-investor tersebut berkisar 550.945 Ha. Tahap awal 200.000 Ha Rice/Food Estate dilakukan di Delta Kayan, Kabupaten Bulungan seluas 50.000 Ha. Lahan ini telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 490/K-VI/520/2011. Pada tanggal 26 September 2011, Bapek Menteri Pertanian RI  telah melakukan penanaman perdana, sekaligus launching program food estate di Kabupaten Bulungan. Pengelolaan lahan food estate di Delta Kayan saat ini dilakukan oleh 3 investor serta warga setempat dan juga transmigran. 
Investor tersebut yakni : 

1. PT Agro Sumber Kencana (MIWON), bergerak di bidang budidaya jagung dengan kebun inti direncanakan seluas 3.200 Ha. 
2. PT Sang Hyang Seri (SHS), bergerak bidang budidaya padi dengan luas areal 3.000 Ha. Kegiatan yang sudah dilakukan antara lain pembuatan master plan, investasi pendirian pabrik benih dengan alokasi biaya sekitar Rp 5 miliar oleh perusahaan, serta melakukan penangkaran benih. 
3. PT Nusa Agro Mandiri (Solaria Grup), bergerak di bidang budidaya kedelai, jagung dan air tawar dengan luas areal 1.980 Ha.  Telah membuka lahan sawah 120 Ha, 60 Ha telah ditanami padi, 20 Ha telah panen. Saat ini dalam penanaman tahap II.

Pada tanggal 12 Juni 2012, Gubernur Kaltim melakukan panen padi perdana di area Food Estate milik  PT. Nusa Agro Mandiri (NAM), Solaria Group di Desa Salim Batu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan diatas areal 40 hektar dengan 74 petak sawah dengan hasil panen diperkirakan mencapai 60 ton. Rata-rata per-hektar menghasilkan 1,5 ton.
Dukungan infrastruktur dalam rangka pengembangan food estate di Kabupaten Bulungan yakni dengan melakukan pembangunan saluran primer dan sekunder di Delta Kayan, Tanjung Buka; melalui program normalisasi saluran dan pembuatan saluran pembuangan. 

7. Kawasan Perbatasan RI - Malaysia (Kawasan Strategis Nasional)


Kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Timur mencakup luas wilayah ± 47.930,45 km2. Luasan tersebut membentang sepanjang 1.038 km, yaitu dari arah selatan, seputar wilayah Lasan Tuyan di Kabupaten Kutai Barat hingga kearah utara di sekitar Sebatik di Kabupaten Nunukan.  Garis perbatasan tersebut mencakup 3 Kabupaten, yaitu Nunukan, Malinau dan Kutai Barat, dengan 19 Kecamatan (“setelah pemekaran”) sebagai ujung tombak yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia (Serawak dan Sabah). Sebagian besar kawasan perbatasan Kalimantan Timur adalah perbatasan darat dengan Malaysia, sedangkan perbatasan laut berada disekitar Sebatik dan Nunukan. 


Saat ini, wilayah perbatsan masih banyak yang terisolasi akibat tidak lancarnya aspek aksesibilitas. Pemerintah Provinsi terus berupaya membuka keterisolasian tersebut melalui pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan RI-Malaysia.  Kondisi topografi dan medan yang cukup berat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan. Namun secara umum kendala teknis tersebut masih dapat diatasi. Upaya Pemerintah Provinsi untuk membangun jalan akses dan jalan paralel di kawasan perbatasan ini, juga masih terkendala status kawasan, dimana pada beberapa lokasi pembangunan jalan melewati Taman Nasional Kayan Mentarang. 


Kebutuhan biaya pembangunan jalan paralel perbatasan sepanjang 920 Km diperkirakan mencapai Rp.3,5 Triliun; sedangkan jalan akses diperkirakan membutuhkan dana Rp. 4,7 Triliun. Saat ini, telah terbuka jalan, baik akses maupun paralel sekitar 67% (913 Km). Pemerintah Provinsi bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten terus berupaya melakukan pembangunan, peningkatan, maupun rehabilitasi terhadap kondisi jalan di kawasan perbatasan.  


Mengingat beberapa kendala topografis yang masih belum dapat diatasi, aksesibilitas melalui transportasi darat juga masih terbatas. Untuk mengatasinya, Pemerintah Provinsi mencoba membuka akses melalui moda transportasi udara, yakni dengan membangun sarana Bandar Udara di wilayah Perbatasan RI-Malaysia. Bandar udara dibangun di 3 (tiga) kabupaten perbatasan, yakni Malinau, Nunukan dan Kutai Barat. Ketiga bandara tersebut ditargetkan memiliki runway sepanjang 1.600 meter, dibangun menggunakan dana APBD Provinsi dengan skema Multiyears Contract dan dikerjasamakan dengan TNI-AD. 


Adanya pengembangan kawasan tersebut akan diikuti dengan pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi dan kelembagaan sosial yang secara alami dapat meningkatkan daya tarik investasi. Implikasinya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat adalah hasil produksi dari pusat pertumbuhan tersebut, dipakai oleh kegiatan ekonomi yang berada daerah sekitar (hinterland), sedangkan sisi lainnya adalah produksi hasil daerah hinterland tersebut juga dipakai untuk kegiatan ekonomi yang ada di pusat pertumbuhan. 


Pendekatan ini digunakan karena diyakini akan memberikan dampak positif terhadap beberapa aspek penting dalam pergerakan roda perekonomian, diantaranya peningkatan nilai tambah, produktivitas, inovasi, serta memperluas lapangan pekerjaan. Masing-masing kawasan industri memiliki potensi dan keunggulan masing-masing dan tentu saling berkaitan. Disinilah titik awal pergerakan ekonomi. Keunggulan masing-masing kawasan industri, akan melahirkan suatu hubungan/interkoneksi, yang akan berlanjut pada ketergantungan/interpendensi, hingga interelasi antar kawasan industri, antar provinsi, regional, nasional, bahkan internasional. Diharapkan keberhasilan pembangunan kawasan-kawasan industri ini merupakan representasi dari wajah pembangunan masa depan Kalimantan Timur yang berdaya saing dan berkelanjutan

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
· Gangguan yang Terjadi

Selama tahun 2009-2012 secara umum Provinsi Kalimantan Timur berada dalam situasi yang kondusif, meskipun dibeberapa daerah ada riak-riak kecil yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Seperti halnya di Tarakan pada tanggal 26 September 2010, terjadi perselisihan antara dua kelompok pemuda di kawasan Perumahan Juata Permai yang mengakibatkan pertikaian yang meluas dengan membawa nama masing-masing suku dan jatuhnya korban jiwa. Untuk meredam pertikaian tersebut berlangsung pertemuan yang dihadiri unsur pemda setempat, seperti Wali Kota Tarakan, Sekda Kota Tarakan, Dandim Tarakan, Dirintelkam Polda Kaltim, Dansat Brimob Polda Kaltim, Wadir Reskrim Polda Kaltim, serta perwakilan dari suku yang bertikat. Pertemuan berlangsung di Kantor Camat Tarakan Utara. Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa masalah yang terjadi adalah masalah individu. Para pihak bertikai sepakat menyerahkan kasus tersebut pada proses hukum yang berlaku. Polisi segera bergerak mencari pelaku. Semua tokoh dari elemen-elemen masyarakat memberikan pemahaman kepada warganya agar dapat menahan diri. Selanjutnya dilakukan mediasi mengenai kesepakatan damai antara pendudukan local dengan pihak pendatang di ruang VIP Bandara Juata dan yang menjadi mediator adalah Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Dalam keterangan kepada pers mempersilakan kedua pihak untuk menyampaikan hasil kesepakatan. Hasil kesepakatan itu dibacakan secara bergantian oleh dua kelompok yang bertikai. Berikut ini adalah 10 butir kesepakatan damai antara kedua belah pihak :
1. Masyarakat diminta mengakhiri konflik
2. Masyarakat diminta memahami bahwa peristiwa di Tarakan adalah kriminal murni
3. Polisi diminta membubarkan massa yang bergerombol
4. Polisi diminta tegas dan melarang warga membawa senjata tajam
5. Masyarakat diminta menghormati adat-istiadat setempat
6. Para warga yang sempat mengungsi diminta kembali untuk beraktivitas normal
7. Polisi diminta memproses secara hukum para pelaku yang diduga terlibat
8. Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi
9. Kedua kelompok masyarakat akan menggelar halal bihalal yang difasilitasi pemerintah daerah
10. Kesepakatan ini agar segera disosialisasi kepada seluruh warga.Intinya adalah bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan aksi dan sepakat untuk berdamai.
Sementara itu pihak Muspida Kaltim Gubernur, Panglima, Ketua DPRD Kaltim, Wali Kota berkunjung ke pengungsian, salah satunya di Polres Tarakan. Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang ikut membantu dalam mengembalikan situasi keamanan di Tarakan pasca konflik yang terjadi sejak 27, 28 dan 29 September 2010 itu.
Pada tahun 2012 tepatnya hari Jum'at tanggal 23 November 2012 Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di Kampung Besiq terjadi kerusuhan yang mengarah kepada pertikaian dengan melibatkan 2 suku yang berlatar belakang permasalahan antrian pengisian BBM. Sempat terjadi penjarahan dan pembakaran termasuk SPBU di Muara Lawa,  bahkan  terjadi pengungsian salah  satu etnis. Pada hari Minggu   tanggal   25  November 2012 Bapak Wagub H.  Farid  Wadjidy bersama Kapolda Kaltim Anas  Yusuf, Danrem091/ASN, Anggota DPRD Prov Kaltim Yahya Anja dan Darlis Pattolongi didampingi Kepala Badan   Kesbabngpol Prov Kaltim Hasyim Mi'radje serta unsur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Prov Kaltim Bapak And) Mahmud, Abraham Ingan langsung turun ke lokasi. Pada hari Senin, 26 November 2012 berlangsung Rapat sekaligus Ritual Perdamaian antara kedua belah pihak yang  dituangkan dalam  "Berita Acara Kesepakatan Perdamaian Secara  Hukum  Adat" isinya menyatakan kedua belah pihak bersepakat melakukan perdamaian secara hukum adat untuk     mengakhiri pertikaian. Selanjutnya permasalahan hukum diproses di Samarinda. Situasi dan kondisi berangsur kondusif, masyarakat kembali melakukan aktivitasnya dan pengungsi pulang ke rumah  masing-masing.
Secara umum berdasarkan laporan POLDA Kalimantan Timur jumlah kriminalitas 9.115 perkara pada tahun 2010 naik menjadi 9.955 perkara dan pada tahun 2011 turun menjadi 9.238 perkara. Tahun 2012 kriminalitas berjumlah 11.234 perkara. Kasus pencurian ikan menurun, pada tahun 2009 sebanyak 6 kasus dengan jumlah kapal yang disita 5 buah dan tahun 2010 menjadi 1 kasus dengan jumlah kapal yang disita 1 buah. Pada tahun 2011 meningkat 10 kasus dengan jumlah kapal yang disita  11 unit. Tahun 2012 menurun 6 kasus dengan jumlah kapal yang disita sebanyak 6 unit. Sementara pencurian dan penyelundupan kayu, tahun 2009 sebanyak 328 kasus, menurun menjadi 296 kasus pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 turun menjadi 251 kasus. Pada tahun 2012 kembali menurun sebanyak 81 kasus. Kegiatan unjuk rasa masyarakat di Bidang Politik pada tahun 2009 sebanyak 65 kasus, 2010 meningkat 258 kasus, 2011 turun tajam menjadi 17 kasus dan tahun 2012 menurun menjadi 4 kasus. Di Bidang Ekonomi tahun 2009 sebanyak 99 kasus, 2010 turun menjadi 60 kasus, 2011 naik menjadi 134 kasus, tahun 2012 menurun tajam 4 kasus. Pemogokan tenaga kerja tahun 2009 sebanyak 253 kasus, 2010 turun menjadi 14 kasus, 2011 kembali menurun menjadi 12 kasus. Untuk tahun 2012 naik sebanyak 16 kasus. Dengan demikian terlihat bahwa peningkatan stabilitas ketertiban umum di daerah cukup kondusif dan terkendali.
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